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KEBIJAKAN zonasi mem-

buka pintu SMAN 17 Padang

~ bagi anak-anak Air Pacah. Ma-

salahnya, ketika jumlah siswa

~ terus bertambah, fasilitas se-
kolah belum ikut berlari. -

Sekolah yang lahir dari inisi-

atifwarga itu kinimembutuhkan

rium, UKS, musala hingga sekre-
tariat OSIS. Jika tidak segera di-
tangani, sekolah yang semula
menjadi solusi atas

-akses

tensi menghadapi persoalan
baru: daya tampung dan fasilitas
ymgﬁdaksebandmgdemn ke-
hnmmgwwadanguruhepada
Wakil Ketua DPRD Sumatera

 Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, -

saat reses di SMAN 17

KglurahanAh'Pacah.Kamm(zol o

SebelmsmnbemuL
. sistem zonasi PPDB membuat
~ sebagian calon siswa Air Pacah

~ini daﬂamabelajuxanﬂ
seh)lahteldakﬂt.dinﬂnlteﬂa]n ; }!ﬂh

9

 kesulitan melanjutkan pendidi-

" kandisekolah negeri lain. SMAN

5Padang di Balai Baru, salah satu
jauh.

e
ianto ye

i w
Bmmmnasﬂkanselnmhas—
ph'adiSMANl?!ielahdicazatm-‘

persoalan
justru berpo- .

HARI/TANGGAL

SMAN 17 ke;nudian battie

sebagai jawaban atas persoalan
tersebut. Sekolah diinisiasi pada

12021 dan mulai dibangun pada
2022,

Namun
mdﬂkhmpmmmmmmnmban
yak ruang. RKB menjadi kebutu-

 han paling mendesak, terutama

untuk mengantisipasi lulusan
SMP di zona Air Pacah pada

mhunahran

Kepala SMAN 17 Padang,
Arnaldy, mengatakan jumlah
itu, pembangunan fasilitas tidak
bisa hanya mengikuti kemam-
puan anggaran, tetapi harus
mengejar kehutuhan nyata di

Selain RKB, Sekolah men-

sqﬂmmhmmm?

- ujar seorang siswa.

usunmdnﬁmm&aemhbe* ~ ora
tihltnya.Namuniamangakui_,_ ;

Ruang UKS juga hanya
mampu menampung satu ran-
jang. Kondisi ini menjadi per-
soalan ketika siswa membutu-
hkan penanganan medis,
khuxusnya saat upacara ben-

Di tengah keterbatasan 1tu i
dukungan terhadap sekolah te-
tap berjalan. Amaldy menyebut
Evi Yandri sudah membantu se-

 jak awal pembangunan. Akses

jalan menuju sekolah

- melalui dana pokok-pokok piki-
siswa terus meningkat. Karena

ran (pokir) Evi dan selesai bah-

kan sebelum gedung sekolah

Dukungan terbam berupa
perjuangan bantuan Chrome-

- book melalui dana pokir untuk
menunjang digitalisasi ‘pem-

Kabid Pembinaan SMA Di-

- an, mengapresiasi konsistensi
‘Bvi Yandri dalam mendorong

pemam:lmnsaranadanpmsam- :

hgms mnn;adi puuﬁm karena
menyangkut kualitas sumber

' daya manusia. Menurut legisla-
~ tor Partai Gerindra itu, arah
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WAKIL Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Nomlcﬁmnhouunlmlhmdm hlﬂnyadmmu
persoorangandlsmﬁmmmhlnﬁwhﬂmg M(zm) :

mmmmrwwmmmwmmemsmw
Padang, Kelurahan AirPaqeh Padaﬂs. Kamis (208). ~ 5

% WAKIL Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman berbincang dengan siswa SMAN
{ 17 Padang, KelmhanAierh Padang,l(amis(!ﬂl&). by ol
IR
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I(ORAN PADANG SELASA, 1 SEPTEMBER 2026 '

DPRD Sumbar Doron ]
Perusahaan Sawit Opti
malkan Pembayaran PAP

PRD Provinsi Sumatera Ba-
D rat mendorong perusahaan

perkebunan kelapa sawit
skala besar untuk segera melunasi
kewajiban Pajak Air Permukaan
(PAP). Langkah ini diambil menyu-
sul tingginya nilaj tunggakan PAP
sektor perkebunan di daerah terse-
but yang belum tertagih, yakni men-
capai Rp114,10 miliar.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda
Satria menyampaikan, kontribusi ko-
moditas sawit dan turunannya sangat
dominan terhadap perekonomian dae-
rah. Pada semester | 2026, sektor ini
menyumbang 85,39 persen dari total
nilai ekspor Sumbar yang menembus
US$1,568 miliar,

“Dengan kontribusi komoditas sa-
wit mencapai 85,39 persen dari total
ekspor, perusahaan-perusahaan perke-
bunan berskala besar Jjangan ada ala-
san lagi untuk tidak membayar PAP"
katanya, Kamis (2 7/8).

Berdasarkan catatan Badan Penda
patan Daerah (Bapenda) Sumbar, dari
41 perusahaan perkebunan yang dite-
tapkan sebagai Wajib Pajak PAP den-
gan total kewajiban Rp114,28 miliar,
penerimaan yang masuk baru sebesar
Rp179,70 juta.

Tunggakan paling besar tercatat di
Kabupaten Pasaman Barat seni Rp77,

77 miliar, diikuti Dharmasraya Rp13,06
miliar, Pesisir Selatan Rp11,88 miliar,
Agam Rp7,31 miliar, Padang Aro Rp3,56
miliar, dan Sijunjung Rp496,18 juta.

Nanda menegaskan, penerapan ta
rif pajak tersebut dibuat akurat berda
sarkan hasil kajian matang bersama
para ahli agar tidak merugikan pihak
korporasi.

"Kalau dengan perhitungan yang
telah ditetapkan, perusahaan-perusa-
haan yang ada menilai tidak ses uai de
Nngan perhitungan dari pihak mereka,
Pemprov dan DPRD membuka ruang
diskusi untuk mencari solusinya," ung-
kapnya.

Dikatakannya, guna memacuy pe-
nagihan, DPRD Sumbar menjadwalkan
pertemuan dengan Badan Pengaturan
BUMN serta Direktur Utama PT Semen
Indonesia (SIG) untuk membahas ke-
wajiban perusahaan BUMN dan anak
usahanya.

la juga meluruskan isu yang ber-
kembang di tengah masyarakat. Menu-
rutnya, penarikan PAP difokuskan kepa
da korporasi besar pengguna air per-
mukaan, bukan ditujukan kepada ma-
syarakat umum.

Sebelumnya, dari 60 perusahaan
yang diidentifikasi memiliki potensi
PAP, sebanyak 19 perusahaan dinyata
kan tidak memenuhi kriteria verifikasi,
sehingga 41 perusahaan ditetapkan
resmi sebagai wajib pajak. * .

(i




PROVINSI SUMATERA BARAT

S KLIPING BERITA
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SUASANA rapat di DPRD Sumbar membahas pengoptimalan penerimaan WAKIL Ketua DPRD Sumbar,
daerah dan Pajak Air Permukaan dari perusahaan besar di Sumbar. Nanda Satria

gy e

1 Vi3 41
FOTO bersama saat diskusi

Al

optimalisasi penerimaan KETUA DPRD Sumbar Muhidi bersama Gubernur Sumbar

daerah dan Pajak Air Permukaan dari perusahaan besar, di Mahyeldi, saat diskusi optimalisasi penerimaan daerah
dan Pajak Air Permukaan dari perusahaan sawit.

Kabupaten Sijunjung.
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KORAN PADANG KAMIS, 3 SEPTEMBER 2026

A

Mantapkan Penegakan

Kode Etil BK DPRD Sumbar
Gelar Simulasi Persidangan

ADAN Kehormatan (BK) DPRD
B Provinsi Sumatera Barat menggelar

simulasi persidangan etik di ruang
sidang khusus BK DPRD Sumbar. Langkah
ini dilakukan untuk memantapkan tata cara
dan prosedur penegakan kode etik serta tata
tertib kedewanan secara profesional dan
terukur.

Simulasi ini diikuti lima anggota BK DPRD
Sumbar, yakni Ketua BK Bakri Bakar (NasDem),
Wakil Ketua Muzli M. Nur (PAN), serta tiga anggo
ta yaitu Zarfi Deson (Golkar), Irsyad Syafar (PKS),
dan Bagas Panyusunan Nasution (PDIP-PKB).

Wakil Ketua BK DPRD Sumbar, Muzli M. Nur
menegaskan, ketersediaan fasilitas ruang sidang
khusus ini menjadi bukti kesiapan kelembagaan
dalam menangani setiap dugaan pelanggaran
etik sesuai mekanisme.

Meski instrumen persidangan formal telah
siap, BK tetap mengedepankan fungsi pembina-
an. Sejauh ini, pimpinan BK telah melayangkan
beberapa teguran informal melalui pimpinan
fraksi masing-masing.

"DPRD Sumbar sudah memiliki ruang sidang
untuk penegakan kode etik dan tata tertib de-
wan. BK juga telah melakukan sejumlah teguran
melalui fraksi-fraksi secara informal," kata Muzli.

. la menambahkan, peran utama BK bukanlah
menjatuhkan sanksi, melainkan menjaga kehor-
matan, kredibilitas, dan martabat lembaga legis-
latif. Simulasi persidangan ini penting agar selu-
ruh pimpinan dan anggota BK memiliki pema-
haman seragam mengenai alur persidangan for-
mal jika sewaktu-waktu ditemukan kasus berat.

4bquing Q¥da g snsny) buopis bupn. ip bAuutp) 1oquing gyda

g p3obbup nnyip bupA 13 ubbuppisiad isoynuns uidunwaw 1D)Dg LDg 10qUINS QYda N YNLIN

Melalui penguatan mekanisme internal ini,

wns qydq uvypwioyay uopog vyobbup uvp uvuidwid ywn

4pquins QYda g buvpis buoni 1p yua apoy upypbauad ispinwits ubyoibay wojop

uobuppisiad pboy uvypuabuaw 1oos 1pq

seluruh anggota DPRD Sumbar diharapkan ma-
AT e ———— 4 S —

kin disiplin dan.\r;enjadikan kode etik sebagai
. pedoman utama dal_am menjalankan fungsi leg-

PN STy [ T A T D M TR L T R
islasi, penganggaran, maupun pengawasan di
i tengah masyarakat. *

. 4DYDg LNDG IDQUINS TYdA NG YNLIN
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KORAN PADANG

A

— JUMAT, 4 SEPTEMBER 2026

Kualitas Udara Memburuk, Nanda Satria Minta
Pemprov Pertimbangkan WFH dan Sekolah Daring

PADANG, KP -
Kualitas udara di Ko
ta Padang dan seki-
tarnya mengalami
penurunan akibat di
selimuti kabut asap
yang diduga kuat
merupakan asap kiri
man dari kebakaran
A hutan dan lahan (kar
NANDA SATRIA hutla) provinsi te-

tangga. Menanggapi
kondisi tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumatera
Barat Nanda Satria mengimbau masyarakat untuk
mengurangi aktivitas di luar ruangan.

Imbauan tersebut terutama ditujukan
kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lan-
sia, serta warga yang memiliki riwayat sensitivi-
tas pernapasan tinggi.

"Kita harus melihat kondisi ini sebagai per-
soalan kesehatan masyarakat. Ketika kualitas
udara menurun dan kabut asap semakin terasa,
masyarakat harus mengurangi aktivitas di luar
rumah, terutama aktivitas yang tidak terlaly
mendesak," ujar Nanda Satria, Kamis (3/9).

la meminta masyarakat tidak menganggap

sepele fenomena kabut asap ini. Selain membata
si mobilitas luar ruang, warga diimbau menjaga
daya tahan tubuh dengan mengonsumsi maka-
nan bergizi, mencukupi asupan air putih, serta
beristirahat yang cukup.

Melihat tren penurunan kualitas udara yang
kian mengkhawatirkan, Nanda juga mendesak Pe-
merintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengkaji
opsi Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil
Negara (ASN) serta menerapkan pembelajaran
jarak jauh (daring) bagi siswa sekolah.

"Kita meminta Pemprov mempertimbangkan
WFH bagi pegawai jika kondisi udara memang su-
dah tidak sehat. Ini bukan soal mengurangi pela-
yanan publik, tetapi bagian dari upaya melindungi
kesehatan pegawai dan masyarakat," tegasnya.

Nanda menekankan bahwa keselamatan
anak-anak sekolah harus menjadi prioritas utama.
Jika indeks kualitas udara sudah berada pada kat-
egori bahaya atau tidak sehat, opsi belajar dari
rumah perlu segera diaktifkan tanpa menunggu
situasi memburuk.

Langkah pemantauan berkala dan kesiapsia-
gaan tanggap daruratini diharapkan turut diterap
kan oleh jajaran pemerintah kabupaten/kota se-
Sumbar yang terdampak fenomena serupa. (fai)
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Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria Imbau
Warga Padang Kurangl Akthltas Luar Ruangan

Padang, Slnsp.lmg

Wakil Ketua DPRD Sumatera
Barat (Sumbar), Nanda Satria,
meminta masyarakat Kota
Padang meningkatkan kewas-
padaan menyusul menurunnya
kualitas udara akibat kabut
asap. Warga diimbau mengu-
rangi aktivitas di luar ruangan
selama kondisi udara belum
normal, Menurut Nanda, kabut
asap yang menyelimuti Kota

Padang diduga kuat merupa-

kan kiriman dari kebakaran
‘hutan dan lahan (karhutla) di
provinsi tetangga. -

"Kita harus melihat kondisi
ini sebagai persoalan kese-
hatan masyarakat. Saat kuali-
tas udara menurun, masyara-
kat harus mengurangi aktivitas
di luar rumah, terutama yang
tidak mendesak,” ujar Nanda,
Kamis (3/9). -

la mengingatkan kelompok
rentan seperti anak-anak, lan-

sia dan warga dengan riwayat
gangguan pernapasan untuk B

lebih berhati-hati. Selain mem-
batasi mobilitas luar ruang,
Nanda mengimbau masyarakat
menjaga daya tahan tubuh
dengan mengonsumsi maka-
nan bergizi, beristirahat cukup,
dan memperbanyak minum air
putih. :

Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Nanda Satria

Untuk meminimalkan papa-
ran udara buruk, Nanda men-
desak Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Sumbar memper-
timbangkan kebijakan bekerja

dari rumah atau work from
home (WFH) bagi aparatur sipil
negara (ASN) jika kondisi terus
memburuk. Langkah mitigasi
sementara ini dinilai penting

untuk mengurangi mobilitas

-warga..

"Kami meminta Pemprov

'mempertimbangkan WFH bagi

pegawai jika udara sudah tidak
sehat. Ini bukan untuk me
ngurangi pelayanan publik,
melainkan upaya melindungi
kesehatan pegawai dan ma-
syarakat,” tegasnya.

Selain itu, Nanda meminta
dinas terkait bersiap menerap-
kan pembelajaran jarak jauh
(PJJ) secara daring jika kualitas
udara membahayakan anak-

- anak. Menurutnya, anak-anak

harus menjadi perhatian uta-
ma. Jika kondisi tidak me-
mungkinkan untuk belajar di
sekolah, pembelajaran daring
bisa menjadi alternatif semen-
tara. ’
Ia menegaskan langkah ter
sebut harus berbasis data
pemantauan kualitas udara

berkala hasil koordinasi peme

rintah daerah dengan instansi
terkait. Nanda berharap kese-
lamatan warga menjadi priori-
tas utama dan kabut asap ini
segera berlalu. la juga meminta
pemerintah kabupaten dan
kota lain di Sumbar yang ter-
dampak untuk segera meng-
ambil langkah serupa.

; (401)




SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN HARI/TANGGAL HALAMAN

wj




SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT




SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA




% SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

— omn | ramrmancoal FALAMAN




SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

HARI/TANGGAL HALAMAN




eptember 2026
r Sumatera Bar,
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WAKIL Ketua DPRD Sumbar Evi ¥

KLIPING RFRITA

PROVINSI SUMATERA BARAT

KRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SE

“Evi Yandri menyampaikan kata sambutan  WAKIL Ketua DPRD. ‘Sumbar ms Yandri -_l__.u_en_._s: ua_.a!.u _..Ea __an 8:..,.___. !q!s g!_ menjadi
‘menjadi ketua HKTI Sumbar. =~ . - ketua HKTI Sumbar, 0 I
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Wakil Ketua DPRD Sumatra
Barat (Sumbar), Nanda Satria,
terus mendorong peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah ini dilakukan melalui
optimalisasi Pajak Air Permukaan
(PAP) dan Sumbangan Pihak

- Ketiga dari perusahaan yang

bampams{ di wilayah tersebut.
Nanda bersama Organisas:-

_ Perangkat Daerah (OPD) Pern-

prov Sumbar menemui jajaran
direksi PT Semen Indonesia
(Persero) Thbk (SIG) selaku
induk usaha PT Semen Padang
di Jakarta, Rabu (2/9). Perte-
muan tersebut membahas ke-

‘wajiban PAP dan kontribusi

Sumbangan Pihak Ketiga dari
PT Semen Padang.
Kedatangan rombongan di-
sambut oleh Direktur Utama
SIG Indriefffouny Indra, Direk-
tur Keuangan SIG Sigit Pras-
towo, dan Direktur Keuangan
PT Semen Padang Iskandar
Zulkarnain Lubis. :
Nanda mengapresiasi kontri
busi SIG dan PT Semen Padang

terhadap pembangunan dae-

rah selama ini. la mencatat PT
Semen Padang rutin menyum-
bang sekitar' Rp10 miliar per

tahun kepada Pemprov Sum-

"Kami berharap jumlah kon-

tribusi tahun ini meningkat

+ Berdasarkan data Badan Pen- |

dapatan Daerah (Bapenda

,Sumbar, ada 41 perusahaan |
"t perkebunan wajib PAP dengan

i Paja

HIlTRT19%

S18T NKkEB 25 Uy (o -
~ total kewajiban Rp114,28 mi-
liar. Namun, realisasi pemba-
yaran baru mencapai Rp179,
70 juta, menyisakan
‘tunggakan Rp114,10 miliar.
Tunggakan terbesar berada
di Pasaman Barat senilai Rp77,
77 miliar. Disusul Dharmasraya.
Rp13,06 miliar, Pesisir Selatan
Rp11,88 miliar, Agam Rp7,31
miliar, Solok Selatan (Padang
Aro) Rp3,56 miliar, dan Sijun-
jung Rp496,18 juta.
*Nanda menegaskan, penagi-
han PAP sektor perkebunan
menjadi fokus utama karena
industri sawit mendominasi
perekonomian daerah. Pada

- semester 1/2026, produk sawit

menyumbang 85,39 persen
dari total ekspor Sumbar yang
mencapai US$1,568 miliar,
"Melihat besarnya kontri-
busi ekspor tersebut, tidak ada
alasan bagi perusahaan perke-
bunan besar untuk mangkir
dari kewajiban PAP," tegasnya.
Penerapan PAP ini telah

melalui kajian hukum dan
melibatkan para ahli, Meski
demikian, Pemprov dan DPRD

+ Sumbar tetap membuka ruang
‘dialog jika perusahaan me-

- miliki keberatan atau perhi-

tungan berbeda terkait nomi-
nal pajak. :

Untuk mumpqréepat pe-

‘untuk memperkuat PAD Sum- | nyelesaian ., DPRD
bar," ujar Nanda.. dalmwnkmdehatakaahorko-
Selain Semen Padang, DPRD  ordinasi dengan Badan Penga-
‘Sumbar juga membidik opti- © turan BUMN (BP BUMN). Lang- ™
malisasi PAP dari sektor perke- . kah ini guna mendorong kepa-
bunan kelapa sawit skala besar. | tuhan perusahaan perkebunan

di bawah naungan negara.

KORAN H{ARI/TANGGAL HALAMAN
e Senin, 7 September 2026 '
| 5

~ Sementara itu, Direktur
Utama SIG Indriefffouny Indra
menyambut baik ruang diskusi
_ini sebagai momentum mem-
- perkuat sinergi dengan peme-
- rintah daerah.” =
"Kami siap bersinergi dan
me . kontribusi positif
untuk pembangunan Sumatra
. Barat. Hasil. pembahasan hari
“ini akan segera kami tindak
lanjuti,” kata Indriefffouny. (*)

tima

50 l%-i_li 291 st 8l

k Air Permukaan
1gan Perusahaan
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DPRD Sumbar Gelar Pari
purna Nota Pegantar Ranp
erda Perubahan APBD 2026

Padang, ihkyul Sumln.rn—-xe-
tua DPRD Provinsi Sumbar Mu-
hidi mengatakan berdasarkan
ota pengantar yang disampai-
knn gubemur dapat diketahui
rencana anggaran Pemerintah
Daerah pada Perubahan APBD
2026, mencakup rencana pen-
dapatan, behnj&dan pembia-
yaan daerah.

. . "“Pendapatan daerah, ditar-
getkan Rp661006710?969.- |
sebesar
dari tar-

npmsmm
get yang ditetapkan pada
-APBD. 2026, yaitu sebesar
Rp6294222.659828”kmMu-
hidi, saat Rapat Paripurna Pe-
nyampaian Notd Pengantar

Ranperda - Perubahan APBD

2026, di' ruang -sidang Jumat,
(4{9)

Ia . melanjutkan, se-
dangkan untuk belanja da-
erah, direncanakan * sebe-
sar  Rp6.979.299.231.222,56,
bertambah : sebesar
‘Rp570.015.531.39,56, dari yang
d.itempkan pada tahun 2026.

“Dengan komposisi. terse-
but, terdapat defisit murni sebe-
sar Rp. 176,564.079.635,56 yang
perlu dicarikan solusinya pada

pembahasan Ranperda Peru-
bahan APBD tahun 2026,"4191)

APBD seba@ajmana
tur dalam PP Nomor 12 'l'ahlm
2018.

Lny&nerhadapkanperdatammg

Perubahan APBD Provinsi Su-

matera Barat tahun 2026,
“Pandangan Umum Fraksi-

-fraksi , supaya memberikan so-

lusi terkait strategi dan upaya
menutup defisit anggaran yang
cukup besar, baik dari opthna
lisasi pendapatan daerah ma-
upun melalui rasionalisasi dan

efektivitas belanja daerah;” ung
kapnya.

kan rancangan Ranperda
dilengkapi dengan dokumen
pendukungyangsalahsaumyn

adalah nota keuangan.

“Nota keuangan Perubah-

an APBD 2026 secara substansi
‘memuat penjelasan atau -gam-
baran kondisi dan proyeksi serta
kebijakan pendapatan daerah,
belanja daerah, dan pembiaya-
an daerah serta

andaumnmngandalmnmngka

L Mnsiﬁumbarzozﬁ pungkas -
e e i
- Mahyeldi. (‘) i

GUBER

R Symbar Mahyel-
di menyampaikan nota pengan-
- tar saat rapat paripuma di ruang si-
dang utama, Jumat, (4/9). -~
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Sumbar Muhidi didampingi wakil ketua Evi Yandri Rajo
bar Mahyeldi saat rapat paripuma di ruang sidang utama, Jumat, (419).

KETUA DPRD Sumbar Muhidi didampingi wakil ketua Evi andri Rajo Bu- : 2
diman dan M. lqra Chissa Putra mengetuk palu saat membuka rapat pari-  KETUA DPRD Sumbar Muhidi didampingi Gubernur Sumbar Mahyeldi saat
purna di ruang sidang utama, Jumat, (4/9). memimpin rapat paripuma di ruang sidang utama, Jumat, (4/9).
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KORAN PADANG

PADANG, KP - Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nan
da Satria, mendesak pengoptimalan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Air Permukaan
(PAP) dan Sumbangan Pihak Ketiga. Salah satu lang
kah terobosan dilakukan dengan menemui lang-
sung direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
(SIG) dan PT Semen Padang (PTSP), baru-baru ini.

Pertemuan tersebut dihadiri Direktur Utama

SENIN, 7 SEPTEMBER 2026

WAKIL Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria (tujuh dari kiri) foto bersama Direktur Utama SIG Indri-
efffouny Indra (enam dari kiri) beserta jajaran direksi SIG, PT Semen Padang, dan OPD Pemprov
Sumbar usai pembahasan optimalisasi PAD.

SIG Indriefffouny Indra, Direktur Keuangan SIG Si
git Prastowo, serta Direktur Keuangan PT Semen
Padang Iskandar Zulkarnain Lubis.

Nanda mengapresiasi PTSP yang rutin me-
nyetor Sumbangan Pihak Ketiga sekitar Rp10 mili
ar per tahun kepada Pemprov. Namun, ia berha-
rap kontribusi tersebut dapat terus ditingkatkan
pada tahun ini demi memperkuat struktur APBD.

Di sisi lain, Nanda menyoroti tingginya E...m.’
gakan PAP sektor perkebunan kelapa sawit yang
mencapai Rp114,10 miliar dari total kewajiban
Rp114,28 miliar dari 41 perusahaan, Pembayaran |
yang terealisasi ke Bapenda baru menyentuh ‘.
Rp179,70 juta. 2
Tunggakan terbesar berada di Pasaman Barat
yakni Rp77,77 miliar, disusul Dharmasraya
Rp13,06 miliar, Pesisir Selatan Rp11,88 miliar,
Agam Rp7,31 miliar, Padang Aro Rp3,56 miliar,
dan Sijunjung Rp496,18 juta. ;
"Dengan kontribusi komoditas sawit menca-
pai 85,39 persen dari total ekspor Sumbar, hen-
daknya tidak ada alasan bagi perusahaan-peru-
sahaan perkebunan berskala besar yang ada di
Sumbar ini untuk tidak membayar kewajiban PAP
mereka,” tegas Nanda. :
Guna mempercepat penagihan, DPRD dan
Pemprov Sumbar membuka ruang dialog terkait
skema perhitungan pajak, serta siap berkomunika
si dengan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN)
untuk mengawal kepatuhan BUMN perkebunan,
Direktur Utama SIG, Indriefffouny Indra, me-
nyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dan
menindaklanjuti seluruh poin masukan demimen-
dukung pembangunan di Sumatera Barat. (fai)
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KORAN PADANG /

MASYARAKAT DIMINTA PATUH BAYAR PAJAK
Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas
dan ASN di Sumbar Tembus Rpé Miliar

PADANG, KP - Sekretaris Komisi lll DP- nya hingga akhir Agustus 2026. Dari sekitar
RD Sumbar, Nofrizon, menyoroti tingginya  2.000 kendaraan berpelat merah yang be-
tunggakan pajak kendaraan dinas di ling- lum membayar pajak, sebanyak 141 ken-

kungan pemerintahan daerah.
Hingga akhir Agustus 2026, se-
banyak 2.000 kendaraan dinas
berpelat merah dan 3.890 Apa-
ratur Sipil Negara (ASN) di Sum-
bar tercatat belum memenuhi
kewajiban membayar pajak.
Hal tersebut disampaikan
Nofrizon dalam rapat paripurna
DPRD Sumbar dengan agenda
penyampaian Nota Pengantar NOFRIZON

daraan di antaranya merupakan
kendaraan instansi vertikal.
Politisi Fraksi PPP tersebut
sangat menyayangkan kondisi
tersebut. Terlebih, kendaraan
pelat merah merupakan ken-
daraan milik pemerintah yang
semestinya menjadi contoh ba-
gi masyarakat dalam memenu-
hi kewajiban membayar pajak.
“Ini sangat miris sekali.

Ranperda Perubahan APBD Sumbar Tahun  Kendaraan milik pemerintah dan ASN jus-
Anggaran 2026 oleh Gubernur Sumbar tru menunggak pajak," tukasnya.

Mahyeldi, Jumat lalu (4/9).

Nofrizon menambahkan, berdasarkan

Nofrizon mengatakan, data tersebut perhitungan Samsat dan Badan Pendapat-

merupakan laporan terbaru yang diterima-

an Daerah (Bapenda) Sumbar, total nilai tung-
gakan pajak kendaraan dinas dan ASN tersebut
mencapai lebih dari Rp6 miliar.
la meminta Gubernur Sumbar Mahyeldi
memberikan perhatian serius terhadap persoal-
an ini. Pemerintah daerah dianggap tidak seha-
rusnya menuntut masyarakat patuh membayar
pajak sementara kendaraan dinas dan ASN masih
menunggak.
Kondisi tersebut dinilai kian memprihatin-
kan di tengah kondisi fiskal Sumbar yang masih
menghadapi keterbatasan. Penyelesaian tung-
gakan pajak dinilai menjadi salah satu persoalan
penting yang perlu dibenahi demi menggenjot
pendapatan daerah,
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Mah-
veldi mengakui masih terdapat kendaraan pelat
merah yang belum memenuhi kewajiban pajak.
Keterbatasan kemampuan keuangan daerah jadi
salah satu kendala utama saat ini.

; "Untuk membayar kewajiban kita saja kita
masih kekurangan uang. Apalagi kalau kita lihat

- i rE T
. 43 T

dana kita yang terbatas," kata Mahyeldi.

Meurutnya, keterbatasan fiskal mengharus-
kan pemerintah dan DPRD lebih cermat dalam
menyusun prioritas anggaran. Belanja daerah di-
arahkan terlebih dahulu untuk memenuhi kebu-
tuhan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Provinsi Sumbar.

"Ketika kita akan melakukan anggaran yang
bukan kewenangan kita, hal-hal yang prioritas
harus kita selesaikan terlebih dahulu. Sementara
sekarang masih banyak tugas-tugas kita yang
berkaitan dengan kewenangan kita," kata Mah-
yeldi.

Gubernur menilai masukkan dari DPRD per-
lumenjadi perhatian bersama dalam pembahas-
an Perubahan APBD 2026. la menginstruksikan
Sekda melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD) untuk menyusun anggaran berbasis pri-
oritas kewenangan provinsi.

"Kepada TAPD sudah saya instruksikan, ke-
wenangan provinsi itulah yang menjadi priori-
tas," ucap Mahyeldi. (fai)
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SENIN, 7 SEPTEMBER 2026
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Punya Ikatan Emosional, Nanda Satria
Siap Fasilitasi Kegiatan Pemuda Purus

PADANG, KP - Wakil Ketua DPRD Sumbar
Nanda Satria menghadiri malam puncak peringa
tan HUT ke-81 Kemerdekaan Rl yang digelar Pe-

. muda RW 07 (Pemuda Depen), Kelurahan Purus,

. Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Jumat

i (479).

Kunjungan tersebut terasa spesial bagi
pimpinan DPRD Sumbar ini. Nanda mengaku
memiliki kedekatan emosional lantaran pernah
mengenyam pendidikan di SDN 24 Ujung Gurun,
kawasan yang berdampingan langsung dengan
Purus.

Nanda pun menegaskan komitmennya un-
tuk mendukung penuh berbagai agenda kreatif
dan kegiatan positif pemuda setempat.

"Jadi, apa pun kebutuhan masyarakat, teru-

tama untuk kepemudaan, kami siap membantu
agar kegiatan yang dilakukan tetap positif.” kata
i Nanda.
; Panggung malam puncak diramaikan aneka
unjuk bakat pemuda RW 07 Purus, mulai dari tari
tradisional Minangkabau, modern dance, fashion
show, hingga pertunjukan musik Minang. Nanda
mengapresiasi kemandirian panitia muda dalam
| mengemas agenda kebersamaan warga.

Selain menyerap aspirasi kepemudaan,
Nanda mengimbau warga Purus untuk tetap
menjaga stamina di tengah memburuknya kual-
itas udara akibat kabut asap. Masyarakat dis-
arankan mengurangi mobilitas luar ruang serta
mendukung percepatan penyaluran program

perlindungan sosial (perlinsos) dari pemerintah.

Sementara, Pembina Pemuda RW 07 Purus,
Donal Elfian menyebutkan, kehadiran unsur
pimpinan DPRD Sumbar secara langsung men-
jadi sejarah tersendiri bagi warga RW 07 Purus.
Pihaknya siap menjembatani usulan pemuda
Purus ke tingkat legislatif kota maupun provinsi.

Malam puncak peringatan HUT RI tersebut
turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Padang
Osman Ayub, Lurah Purus Zulwandy Anwar,
Ketua Pemuda Fajar, serta jajaran pengurus RT
dan RW setempat. (fai)

WAKIL Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria mem-
berikan sambutan pada malam puncak HUT ke-
81 Rl di RW 07 Kelurahan Purus, Kecamatan
Padang Barat, Kota Padang.
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DPRD Sumbar Bahas Peruba
han APBD 2026 untuk Percepat
Pemulihan dan Pembangunan

HARI/TANGGAL HALAMAN

PRD Sumbar bersama
pemerintah  provinsi
resmi memulai pemba-

hasan Rancangan Peraturan
Daerah (Ranperda) tentang Pe-
rubahan APBD Tahun Anggaran
2026. Pembahasan diawali den-
gan penyampaian Nota Pengan-
tar Ranperda Perubahan APBD
2026 dalam rapat paripurna di
ruang sidang utama Kantor
DPRD Sumbar, Jumat (4/9).

Rapat dipimpin Ketua DPRD
Sumbar Muhidi, didampingi Wakil
Ketua Evi Yandri Rajo Budiman dan
Igra Chissa, serta dihadiri langsung
Gubernur Sumbar Mahyeldi An-
sharullah.

Dalam rancangan perubahan
APBD ini, target Pendapatan Dae
rah naik sebesar Rp315,84 miliar
(5.02 persen) dari semula Rp6,29
triliun menjadi Rp6,61 triliun. Se-
mentara pada pos belanja, diusul
kan naik menjadi Rp6,97 triliun da-
ri APBD awal sebesar Rp6,40 trili-
un. Kenaikan paling mencolok ter-
jadi pada Belanja Modal yang mel-
onjak hingga 99,94 persen, dari
Rp471,12 miliar menjadi Rp941,
94 miliar. Lonjakan ini diarahkan
untuk mempercepat pembangu-
nan fisik dan pemulihan infrastruk
tur daerah.

SENIN, 7 SEPTEMBER 2026 &

Ketua DPRD Sumbar Muhidi
menegaskan, penyesuaian angga-
ran harus berpedoman pada KUA-
PPAS Perubahan yang disepakati
bersama serta responsif terhadap
kebutuhan penanganan bencana
dan dinamika transfer pusat.

“Perubahan APBD ini kita su-
sun dengan mempertimbangkan
berbagai dinamika yang terjadi se
panjang tahun, sehingga kebijakan
anggaran dapat tetap responsif
terhadap kebutuhan masyarakat
sekaligus menjaga kesinambun-
gan pembangunan,” katanya.

Sementara, Gubernur Mahyel-
di menyampaikan, ekonomi Sum-
bar mulai menunjukkan tren pe-
mulihan signifikan pascabencana
alam pada akhir 2025. Pertumbu
han ekonomi triwulan | 2026 me-
lesat ke angka 5,02 persen diband-
ing triwulan IV 2025 yang sempat
berada di level 1,89 persen. Pem-
prov pun optimistis mempertahan
kan target pertumbuhan ekonomi
2026 sebesar 5,70 persen.

"Pemulihan ekonomi ini harus
kita jaga momentumnya. Karena
itu, APBD harus mampu menjadi
instrumen untuk mendorong akti-
vitas ekonomi, mempercepat pem
bangunan, dan memberikan man-
faat sebesar-besarnya bagi masya-
rakat," ujar Mahyeldi. *
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ldi menyerahkan naskah Nota Pengantar Ranperda Pe-
rubahan APBD TA 2026 kepada Ketua DPRD Sumbar Muhidi disaksikan Wakil
Ketua Evi Yandri Rajo Budiman dan Igra Chissa.

WAKIL Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman dan Igra
Chissa saat Rapat Paripurna penyampaian Nota Pengantar
Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

e N - -‘T‘-\__ - i

SUASANA Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri KETUA DPRD Sumbar Muhidi dan pimpinan dewan serta Gubernur

anggota dewan dan jajaran pejabat Pemprov Sumbar terkait penyam-  Mahyeldi, saat menyanyikan lagu Indonesia Raya pada pembukaan
paian Nota Pengantar Ranperda Perubahan APBD TA 2026, Rapat Paripurna DPRD Sumbar.
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POSMETRO PADANG
ssr.as:x. 8 SEPTEMBER 2026

i

Perubahan Perda Pendidikan Sumbar jadi Sorotan

Fraksi I;nlkar

PADANG, METRO

KetwlFraksx Partai Gol-
kar DPRD Provinsi Sumatra

Barat (Sumbar), Yogl Prata-
ma men, kad-
er Partai Golkar yang bera-
da di Komisi V DPRD Sum-
. bar untuk arevisi Peraturan
Daerah (Perda) Nomor 2
- Tahun 2019 tentang Penye-
lenggaraan Pendidikan.
Instruksi tersebut dis-
ampaikan Yogi Pratama, SE
dalam diskusi bersama
Wakil Ketua DPRD Provin-
si Sumbar, M Igra Chissa
Putra, Senin (7/9). Diskusi
itu turut dihadiri Ketua Ko-
misi V DPRD Sumbar, H.
Lazuardi Erman.

Yogi mengatakan, ter-

dapat sejumlah substansi
penting yang perlu menda-
pat perhatian dalam pe-
rubahan Perda tersebut. Di
antaranya menyangkut
pemberian beasiswa, Ban-

tuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA), serta
penguatan muatan lokal
(mulok).
! Menurutnya, pengawa-
. lan- terhada perubahan
|| regulasi idikan sangat
agar kebijakan
benar-be-
nar mampu mmjauab ke-
butuhan masyuakat dan

Penguatan

DISKUSI— Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumbar, Yogi Prata

di Sumatera Barat,
Ketua DPD Partai Gol-
kar Kabupaten Solok Sela-
tan itu menambahkan,
soalan yang tidak kalah
pentmg adalah upaya pen-
i ahan dan penanganan
erasan di lingkungan
satuan pendidikan.
“Sekolah harus menja-
di tempat yang ‘aman dan
nyaman bagi peserta did-
ik. Karena itu, aspek pence
gahan dan. pene

DPRD Sumbar Iqra Chissa dan Ketua Ketua V DPRD Sunmibar,

Komisi V' DPRD Provinsi
Sumbar, H Lazuardi Er-
man, memastikan pihakn-
ya akan mengawal proses
perubahan Perda-Nomor 2
Tahun 2019 tersebut’ hing-
ga ditetapkan menjadi Per-
aturan Daerah.

Lazuardi menjelaskan,
Ranperda Perubahan Per-
da Nomor 2 Tahun 2019 fen-
tang Penyelenggaraan
Pendidikan saat ini telah
memasuki tahap finalisasi.

- “Sekarang sudah tahap

fmﬂ]lsa,sn dan diperkirakan
dalam waktu dekat bisa
masuk tahap paripurna,”
kata Lazuardi.

- didikan, mulai
- ngembangan potensi

ma berdiskusi dengan Wakil I(etua
Lazuardi Erman.

Ia menyebutkan, Ran-
perda perubahan Perda
tentang Penyelenggaraan
Pendidikan tersebut meru-
pakan Perda inisiatif DPRD
Provinsi Sumatera Barat
yang diinisiasi oleh Komisi
V DPRD Sumbar.

Melalui perubahan reg-
ulasi tersebut, DPRD Sum-
bar diharapkan dapat @
memperkuat berbagai as-
pek penye Een- )

un-

gan pembiayaan dan pe-
daer-
ah hingga perlindungan
peserta didik di lingkungan g
satuan pend:dlkan ("}
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PADANG, METRO ot :
Dewan Perwakilan w»ﬁuwﬂwr (DPRD)
1345&.?9»8_% Barat (¢ vnm._wnn.nzmm&ﬁ Rk
rapat paripurna dengan agenda ampaian
Pandangan Umum Fraksi-Frakst a;..ﬁ% Ran-
P Perubahan APBD Sumbar Tahun 2026, di
. Ruang Utama DPRD Sumbar, Senin (7/9).
A Rapat paripurna dipimpin langsung oleh

HALAMAN

Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria
Budiman serta Sekwan Maifrizon. E._mﬁ
dari pihak Pemprov Sumbar dihadiri oleh Sek- |
retaris'Daerah, serta jajaran, pimpinan OPD,

- Pimpinan Bank Nagari, BUMD. <

HARI/TANGGAL

PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

€ ©|  Nanda Satria sebagai pemimpin rapat
= & | paripurna menyampaikan bahwa rancangan
= m _ mnEWarw: anggaran yang diajukan Pemprov
5 umbar mericatat kenaikan target pendapatan
”, % - daerah sebesar Rp 315,8 miliar ﬂwﬂmﬂmﬁ 5,02
S| persendari APBD murni, .
o m _ nﬁ..mﬂﬁap usulan rﬂ%ﬁ alokasi belanja _ 3
: melonjak jauh lebih tinggi, yakni men- . —_— . o
m Wi e @ggﬁﬂﬁﬁcﬁr onaibon beloer  RAPAT PARPURNA—Waki Ketia DPRD Sumbar, Nanda Satia ddamping_ 1 Yanci Rajo Budiman dan lga
= gﬂ&ﬂvﬁnﬁ»ﬂ?%.ﬁﬁﬁsﬁ %m&wg rapat paripuma gﬁggcﬂa Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda Jw:&n_ss
s M wnwm»nn.b dalam Ranperda Perubahan APBD ' 'AF e pacr : : *] e el
_ " 2026 ini mengalami defisit sebesar maupun optimalisasi pendapatan asli daerah,” . Fraksi-fraksi mendesak transparansi pena- :
Mq 7 Rp176.564.079.635,” ujar Nanda Satria. . .~ tegas Nanda Satriia. _ taan belanja dan efisiensi progtam yan Mﬂﬂ. :
Z “ w 'Nanda Satria menegaskan, kondisi defisitini  Seluruh fraksi di DPRD Sumbar yang terdiri  gap kurang mendesak. Atas renteta | pertan- :
4 | 0 menjadi tantangan besar bagi Pemprov dan ggﬁ@.ggzgmﬁz\ aan dan catatan kritis dari seluruh fraksi Pimp-
mRu U!&.g e 4 - Demokrat, PPF, hingga Fraksi mngan PDI-P w”_—dg meminta Gubernur Sumbar untu
- . “Pembahasan mendatang harus memfokus- & PKB, secara bergantian menyampaikan pan-  memberikan tanggapan serta jawaban resmi
kan solusi konkret ustuk menutup celah angga- g.ﬁ:ﬂ%ﬁ?ﬁﬁ@rﬂﬁﬁ*&?ﬁﬁ.ﬁarﬁ%gwmﬁ%mﬁ na lan:
-Tan tersebut, baik lewat pengetatan belanja = anggaran yang timpang tersebut. .- jutan yang dijadwalkan pada Selasa (8/9). (*)

e
T ——— .1....-“..»8.- -
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WAKIL Ketua
DPRD Sumbar
Nanda Satria,
didampingi Evi
Yandri Rajo Bu-
diman, M. Igra
- Chissa Putra,
saat memimpin
rapat paripurna
Penyampaian

~ Pandangan
Umum Fraksi ter-
hadap Ranperda
Perubahan APBD
2026, di ruang
sidang utama,
Senin, (7/9).

TR e

WAKIL Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria, didampingi M. lara Chissa s DT PR
tra?saat rapat paripumna Penyampaian Panda!uannungum E:ksi tama;}kp WAKIL Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria, didampingi Evi Yandri Rajo

i i : Budiman, M. Igra Chissa Putra, dan Sekdaprov Sumbar Arry Yuswandi,
Ranperda Perubahan APBD 2026, di ruang sidang utama. Senin, (7/9), menerima dokumen pandangan umum dari juru bicara fraksi saat rapat
| ’ Y 2 ] - - = paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda
B Bv | _Perubahan APBD 2026, di ruang sidang utama, Senin, (7/9).
‘;r-‘" . .z - T 1 o i

R & 1

WAKIL Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria, didampingi M. lqra Chissa |

Putra, dan Sekdaprov Sumbar Arry Yuswandi, menerima dokumen pan- PR e o

dangan umum dari juru bicara fraksi saat rapat paripuma Penyampaian KIL DPRD Sumbar Nanda Satria, didampingi M. Igra Chissa

Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2028, di 'F"‘uiArI: @K:gkdapmv swu:,b;, Arry Yuswandi, menerima m n pa

ruang sidang utama, Senin, (7/9). L : 1 dangan umum dari juru bicara fraksi saat rapat paripurna Penyampaian

; _. ' Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026, di
‘ ; o T N i 1+ Tuang sidang utama, Senin, (7/9). -
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DPRD Sumbar Sorot De

WAKIL Ketua DPRD m:ﬂun.ﬁ Nanda Satria ama_.rﬁ? Rapat .on.%z:._n. Penyampaian _unznn:mnz

g L 7

fisit

flins e f.r.%m

Umum Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 di Ruang Sidang Utama DPRD Sumbar.

PADANG, KP — Postur APBD Perubahan Su-

matera Barat Tahun Anggaran 2026 memicu
sorotan tajam dari legislatif. Pasalnya, Pemerin- _
2026 defisit Rp176,56 miliar. -

. Kondisi fiskal itu dipertanyakan seluruh

tah Provinsi Sumbar mengusulkan tambahan be-

lanja mencapai Rp570,01 miliar (8,89 persen).

ketika qumﬂ mmmn_.wvmﬂa: daerah hanya bertam-
bah Rp315,84 miliar (5,02 persen). Ketimpangan
tersebut membuat Ranperda APBD Perubahan

Rp176,5 Miliar pada APBD-P 2026

el

~ fraksi DPRD Sumbar dalam Rapat Paripurna Pan-
dangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Peruba-
han APBD 2026, di ruang sidang utama DPRD
Sumbar, Senin (7/9). Rapat tersebut dipimpin
Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria, di-
dampingi Igra Chissa Putra dan Evi Yandri Rajo
Budiman, serta dihadiri Sekda Sumbar Arry
Yuswandy, jajaran pimpinan OPD dan BUMD. |

Fraksi PKS, Gerindra, Golkar, NasDem, PAN, De
mokrat, PPP, hingga Fraksi Gabungan PDIP dan PKB ;
mendesak Gubernur Mahyeldi memberikan jawa-
ban atas kondisi defisit tersebut, termasuk mem- =

 beberkan langkah-langkah guna menutupi defisit. §

- Struktur Ranperda Perubahan APBD 2026
sendiri mencatat target pendapatan naik men-
jadi Rp6,61 triliun dari semula Rp6,29 triliun.
Namun, usulan belanja membengkak dari Rp6,40
triliun menjadi Rp6,97 triliun,

_Pimpinan DPRD menjadwalkan rapat pari-
purna tanggapan dan jawaban Gubernur Mahyel
di pada Selasa (8/9). (fai) 8
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S ———1(26 Rabul Awal 1448 H)
4 . tinggi, yakni naik 8,89 petsen _nya dapat menyelesaikan defisit
it~ rah atau Rp570,02 ‘miliar, a  murni tersebut melalui optima-
ETW £ _ ‘arikan solusi  total rencana belanja membeng- lisasi pendapatan yang realistis
e o 1 - ggaran Kondlsitersebutmsmicudoﬂ- Merespons hal itu, Gubernur
membahas Perubahan APBD ropor- sit fiskal awal sebesar Rp369,23  Sumatra Bara Mahyeldi menya-
« Tahu 2026. Legisiatif mengajak apat  miliar, yang mertpakan selisih  takan namem:ia.h_' h daerah terbu-
pemerintah provinsi beserta Ran-  antara rencana belanja ka terhadap masukan legislatif.
seluruh Organisasi Perangkat get pendapatan daerah Ia mengakui peningkatan penda
Daerah (OPD) bersinergi G mat “Pemprov Sumbar pkan  patan belum mampu mengim-
anggaran demi menjaga stabilitas nda e o jcb mbiayaan nieto sebe- pa belanja. i
fiskal daerah. e | - sar Rp192,66 miliar. Anggaran . "Sebagai langkah antisipatif-
_ ) A na  pembiayaan ini diperoleh dari agar kapasitas keuangan daerah
' i Gk { Sisa Lebih P |Anggaran  tetap terjaga, kami mengambil
AR (SILPA) 2025 hasil audit BPK alternatif kebijakan rasionalisasi
i njadi fokus . sebesar Rp284,66 miliar, diku- anggaran," jelas Mahyeldi.
si di rangi alokasi penyertaan modal:  Mahyeldi menambahkan bah-
' e, B t tantangan  daerah senilai Rp92 miliar. wa ra ini telah mengacu
Ketua DPRD Sumbar Muhidi - "Meskipun dibantu pembia- pada kesepakatan perubahan
- menekankan pentingnya kecer- a pengantar, yaan neto, nilai defisit belum ~ Kebijakan Umum Anggaran dan
matan dalam ‘menyikapi keti- daerah pada  tertutupi sepenuhnya. Selisihnya Plafon Prioritas Anggaran Se-
- dakseimbangan pendapatan dan 2026 diproyek- masih menyisakan defisit murni mentara (KUA-PPAS) 2026. Selan
belanja daerah. Menurutnya, 9,02 persen atau sebesar Rp176,56 miliar yang jumymﬂl) Sumbar memas
pemetaan potensi fiskal secara . ¥ iliar, dari Rp6,29 harus kita cari jalannya ber- tikan akan mengawal ketat pen-
matang sangat penting agar pre-  triliun pada APBD awal menjadi sama,” kata Nanda. ~Jelasan serta tindak lanjut pem-
gram pembangunan selaras Rp6,61 triliun. Namun, dlokasi ~ Nanda menambahkan, DPRD prov dalam rapat komisi dan
dengan kemampuan keuangan  belanjadaerah ‘melonjak lebih berharap pembahasan berikut- badan anggaran mendatang. (%)
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BENTUK GENERAS|

Hal itu disampaikan Kerua
DPRD Sumatera Barat (Sum-
bar), Muhidi, saat mcnﬁhadiri
Pelathan Konvensi Hak Anak
dalam rangka mewujudkan
sekolah ramah anak melalui

emenuhan dan perlindungan
hak anak di Padang, Rabu (9/
9. :

Muhidi mengatakan, perlin-
dungan’ dan pemeénuhan hak
anak membutuhkan dukungan
seluruh pihak. DPRD, ménu-
rutnya, memiliki posisi strategis
melalui tiga fungsi, yakni pem-
bentukan peraturan daerah,
penganggaran dan penga-
wasan. :

“Dengan tiga fungsi ini,
DPRD b%:a mcmban%u me-
mastikan anak-anak menda-
patkan perlind n. Kalau
memang dibutuhkan aturan
baru dtau penyempurnaan
~ tethadap aturan yang
tentu akan kita' tindaklanjuti
sesuai masukan vang ada,” ujar

_ Ia menilai anak meripakan
investasi paling berharga bagi |
- keluarga, masyarakat, daer:
dan bangsa. Karena itu, per- |
hatian terhadap anak tidak
boleh sebatas mencegah keke-
rasan dan memenuhi hak- §
i haknya, tetapi juga harus dia- ;
rahkan pada pengembangan !I,
Entcnsi dan pembentukan
arakicr. ' &
“Kita jangan hanya berpikir
bagaimana melindungi anak,
tetapi juga bagai menum-
1kan mereka sehingga men-
jadi sumberdaya manusia yang
unggul,” katanya.

sudahada, _

;y dan menghargai orang lain.

PADANG, HALUAN —

Sekolah harus

menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi
anak untuk belajar, mengembangkan
potensi, serta membentuk karakter
Lingkungan pendidikan tidak cukup hanya
memberikan pengetahuan; tetapi juga
harus mampu melindungi'dan mendorong
anak tumbuh menjadi generasi cerdas,
berakhlak dan percaya diri.

Menurut Muhidi, kualitas
generasi saat ini akan menen-
rukan tercapainya target [ndo-

‘nesia Emas 2045, Anak-anak

harus dipersiapkandengan
kecerdasan, karakter, akhlak
dan keimanan yang kuat,

Ia juga menckankan pen-
tingnya penanaman iman dan
tauhid sejak dini sebagai lan-
dasan anak dalam bersikap dan
mengambil keputusan.

“Kalau iman dan tauhidnya
kuat, Insyaallah cara berpikirmnya
akan benar. Ketika cara berpi-
kirnya benar, tindakan yang
dilakukan juga akan mengarah
kepada hal yang benar,” turur-
nya.

Sélain itu, Muhidi men-
dorong 'pendidikan karakter

yang membiasakan anak bersi-
kap jujur, bertanggung jawab

f
i

Karakter vang batk, katanya,
akan membangun kepercayaan §

~ dari lingkungan sekaligus mem- §-

bantu anak menjaga dirinya
dalam pergaulan.

Muhidi juga mengingatkan
pentingnya ilmu pengetahuan

-dan budaya' membaca. Literasi v v
1kt . A
menjadi bekal penting bagi # "satiow

anak untuk memahami per-
kembangan zaman, mengha-
dapi perubahan dan mengem- 2
bangEa'n kemampuan diri.
“Anak-anak harus kita do-
rong untuk sukamembaca.

Ilmu akan menjadi bekal me- §8

reka. untuk sukses dan meng-
hadapi masa depan,”’ katanya,

wlaberharap scluruh pinak
dapat menjadikan sekolah
sebagai lingkungan vang benar-
benar mmah bagi anak. ‘Anak

~ idak boleh merasa takut, tertekan

atau tidak aman ketika berada di
lingkungan pendidikan.

“Jadikan sckolah:sebagal
tempat vang nyarman, Biarkan
anak-anak berkembang, me-
ngenali potensinya dantumbuh
mt‘ninrlri( pribadi vang ber-
manfaat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas
Pemberdavaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengen-
dalian Penduduk dan Keluarga
Berencana (DP3AP2KB) Sum-
bar, l-im{?ﬁ Srihendini, menga-
takan pelatihan rersebut menja-
di langkah penting untuk me-
nyatukan pemahaman berbagai
pihak mengenai pemenuhan
dan perlindungan hak anak.

Menurutnya, anak memiliki
hak yang harus dipenuhi dan
dilindufign bersama. Sekolah
menjadi salal'satu ingkungan
penting karena sebagian b
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waktu anak dihabiskan dalam
proses pendidikan. _
“Anak-anak adalah aset

vang fidak ternilai harganya,

Karena itu, hak mereka harus
dipenuhi dan mereka harus
mendapatkan perlindungan,”
ujar Herlin.

la mengatakan berbagai
persoalan yang dapat meng-
ganggu tumbuh kembang
seperti perundungan dan keke-
rasan, harus menjadi perhatian
bersama, Upaya pencegahan
tidak dapat hanya dibebankan
kepada sekolah, tetapi mem-
butuhkan keterlibatan orang
tua, pemerintah dan ma-
svarakat. -

“Sekolah ramah anak harus
kita wujudkan secara bersama-
sama. Sekolah harus menjadi
tempat yang aman dan nyaman
bagt seluruh warga sekolah,”
kamnya. (%) : “X
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 ngenai pemenu

ujarnya

nya-
k-anak
ang, mengenali
ya dan tumbuh

R pribadi yang ber-

ihak me--
han hak
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gfng mn nan dan nyaman _ mc&lm ywadi di

h warga se-

; ‘adahhaset "mean peser-
ta semakin mem"ahaml

knndm anaka,ut%mdan
; w enali per-

masih  pi. Dengan tu, sekolah
perlu diperkuat. Karena ELisa membebtmn respons .

itu,pesemdlhmihnpm i:;igtepatdanmeﬂnpta—-

dampmgm dan g i an yang be-
: . man men”gpnai ak Mﬁr'benar - mendukung
ah me- anak serta  tumbuh kqmbang anak,”

~ Upaya temsﬁt diha-’
tqp&hnmuﬂaui kah -
ad- -
; 11-kan sekolah yang bukan:'
4, Kepa hanya tempat menimba
‘menuhan Hak Anak :

“Sﬁ:ﬂ’hnmahamk DP3AP2KB ' . secara akti: anak 1 e
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Sumatera Barat Muhid, saat Pelatihan Konvensi Hak Anak di Padang, Rabu (99). ~
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KORAN

SINGGALANG -

KETUA DPRD SUMBAR, MUHIDI

Sekolah Harus Jadi zcmzm Aman
untuk Z_macm::._x Karakter >_._mx

1>o>zm - SINGGALANG

Sekolah ramah anak bukan
sekadar lingkungan belajar yang
nyaman. Lembaga pendidikan
harus menjadi ruang amar yang
melindungi, mendidik, sekaligus
membentuk karakter generasi

muda agar cerdas, berakhlak dan

percaya diri.

Pesan itu ditegaskan oleh

Ketua DPRD Sumatra Barat,
Muhidi, saat menghadiri Pela-
tihan Konyensi Hak Anak guna
mewujudkan sekolah ramah
anak di Padang, Rabu (9/9).
Mulhidi menyatakan perlindu-
ngan anak memerlukan sinergi
lintas sektor. DPRD Sumbar
berkemitmen mengawal isu ini

“'melalui tiga fungsi utamanya:
legislasi, penganggaran, dan

pengawasan.

"DPRD siap memastikan per-
lindungan anak berjalan optimal.
Jika butuh regulasi baru atau
penyempurnaan aturan yang
ada, segera kami tindak lanjuti
berdasarkan masukan masya-
rakat,” ujar Muhidi.

la mengingatkan, anak adalah
investasi masa depan bangsa.
Karena itu, fokus penanganan
anak tidak boleh berhenti pada
pencegahan kekerasan semata,

PELATIHAN - Ketua DPRD Sumbar, Munidi saat menghadir pelatihan Konvensi Hak -

# &SEE:EH bersama. Butuh

Anak guna mewujudkan sekolah ramah anak di Padang, Rabu (9/9). ey

melainkan harus diarahkan pada
pengembangan potensi mereka.

Menurut Muhidi, target Indo-
nesia Emas 2045 sangat ber:
gantung pada kualitas generasi
saat ini, Ja megnekankan pen-

-tingnya penanaman iman, tauhid

dan pendidikan karakter sejak
dini sebagai fondasi bersikap.
_"Iman yang kuat membentuk

.cara berpikir yang benar, yang

kemudian melahirkan tindakan
yang benar," ucapnya.

Selain karakter moral seperti
jujur dan bertanggung jawab,

Muhidi juga mendorong pening-

katan literasi di sekolah. Budaya

membaca menjadi bekal krusial -
bagi anak untuk menghadapi

perubahan zaman,

"Kit4 harus Ew:no_.oum anak-
andk gemar membaca. llmu
adalah modal utama mereka
untuk sukses di masa depan,”
tambah Muhidi. .

Kepala DP3AP2KB Sum
Barat, Herlin Srihendini, se
dengan Muhidi. la menyebut
pelatihan ini sebagai langkah
penting menyamakan persepsi

dalam pemenuhan hak anak.

Mengingat sebagian besar

waktu anak dihabiskan di se-
kolah, lingkungan pendidikan
menjadi sangat krusial.

. Herlin menyoroti kasus pe-
:E&Enmn (bullying) dan keke-
rasan yang masih mengancam
tumbuh kembang anak. Ia mene-
gaskan, penuntasan masalah ini
tidak bisa hanya dibebankan. i
kepada pihak sekolah. .

“*Sekolah ramah anak harus °

keterlibatan aktif orang tua,
pemerintah, dan masyarakat
agar mmwo_w__ benar-benar aman
bagi semua,” kata Herlin.
Sementara itu, Kabid Peme-
nuhan: Hak Anak DP3AP2KB
Sumbar, msgo. Eoﬂmnumwn?
kan bahwa pelatihan ini digelar.
karena kasus kekerasan di seko-
lah masih ditemukan. Kasus-
kasus tersebut menjadi bukti
‘bahwa penerapan sekolah ra-
mah anak di Sumbar masih -
harus diperkuat:
Melalui kegiatan ini, para
peserta dibekali pemahaman -
mendalam tentang hak anak dan ..
metode menciptakan iklim bela-
jar tanpa tekanan.
"Kami berharap bmmalp pu-
lang membawa haman
baru, mampu mendeteksi masa-
lah anak lebih dini, dan'membe-
rikan respons yang tepat demi
mendukung tumbuh kembang
mereka," E.Emwmm msouo o1 =
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Muhidi Minta Wakil Kepala Sekolah

Jadi Penggerak, Bukan Sekadar
Pendamping Kepala Sekolah

P ERUBAHAN zaman yang bergerak cepat me-

nuntut dunia pendidikan untuk tidak sekadar

mengejar prestasi akademik, melainkan wajib
mencetak generasi yang berkarakter, adaptif, serta
menguasai kompetensi praktis.

Hal tersebut ditegaskan Ketua DPRD Sumatera Barat,
Muhidi, dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan
Kompetensi Wakil Kepala SMA, SMK, dan SLB se-Sumatera
Barat, Kamis (9/9).

Muhidi menilai, posisi wakil kepala sekolah sangat
vital sebagai penentu warna kepemimpinan di satuan
pendidikan. Sebagai sosok yang bersentuhan langsung

- dengan guru dan siswa, para waka sekolah diminta mem-
praktikkan kepemimpinan berbasis keteladanan.

“Orang lebih mudah melihat kenyataan daripada
hanya mendengar perkataan. Seorang pemimpin harus
mampu menjadi contoh, lebih banyak berbuat daripada
berkata. Disiplin, ketepatan waktu, dan konsistensi adalah
contoh sederhana yang mudah ditiru peserta didik,” ujar
Mubhidi.

Di tengah era globalisasi, Muhidi juga menyoroti
pergeseran standar dunia kerja, terutama bagi lulusan
SMK. Ke depan, dunia industri tidak lagi sekadar melihat
lembar ijazah, melainkan mengutamakan sertifikasi kom-
petensi serta keterampilan teknis.

Oleh karena itu, ia mendorong sekolah memperkuat
literasi digital, penguasaan teknologi, serta kemampuan
berpikir kritis dan kolaboratif dengan tetap berlandaskan
filosofi ‘Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah’
(ABS-SBK).

Kabid PGTK Dinas Pendidikan Sumbar, Monica M. Nur
menambahkan, bimtek angkatan kedua ini difokuskan

[ L . untuk memperkuat kapasitas waka sekolah sebagai ujung
- iy tombak dalam menyelesaikan dinamika harian sekolah.
“Kita harus fokus pada pembangunan manusia, bukan
hanya pembangunan fisik semata," tegas Monica. *
e . Bt et .
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KETUA DPRD Sumbar, Muhidi, memberikan pengarahan dan materi kepemimpinan pendidikan di hadapan
para wakil kepala sekolah se-Sumatera Barat.

A '
\ : '}

. KETUA DPRD Sumbar, Muhidi, saat menghadiri Bim
SUASANA Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi Wakil Kepala SMA, SMK, dan SLB se-Su-  tek Peningkatan Kompetensi Wakil Kepala Sekolah
matera Barat yang dihadiri puluhan peserta di Padang. se-Sumbar didampingi jajaran pejabat terkait.
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KAMIS, 10 SEPTEMBER 2026

KORAN PADANG

Fraksi PDIP-PKB Minta Pemprov
Sumbar Agresif Gali Potensi PAD

PADANG, KP—
Fraksi PDI Perjuan-
gan-PKB DPRD Su-
matera Barat meni
lai Perubahan APBD
2026 belum menun
jukkan langkah kon
kret pemerintah da-
erah dalam mem-
perbesar kemandi-
rian fiskal. Ketergan

8 VAREL ORIANO

tungan terhadap da
5 na transfer pemerin
i tah pusat justru masih menjadi penopang utama

i pendapatan daerah. '

Sorotan tersebut disampaikan Anggota
i DPRD Sumbar, Varel Oriano, saat membacakan
Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan-PKB ter-
hadap Ranperda Perubahan APBD Sumbar 2026

pada Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Senin lalu
(7/9).

Varel membeberkan, pendapatan transfer da
ri pemerintah pusat tercatat naik signifikan hing-
ga 19,64 persen, Sebaliknya, Pendapatan Asli
Daerah (PAD) justru merosot sebesar 8,73 persen.
Kondisi ini menjadi sinyal melemahnya kemam-
puan daerah membiayai pembangunan dari sum-
ber mandiri.

"Kalau kenaikan pendapatan daerah lebih ba
nyak ditopang transfer dari pusat, berarti peker-
jaan rumah kita untuk memperkuat kemandirian
fiskal masih besar,” ujar Varel.

Pihaknya mendesak Pemprov Sumbar men-
jelaskan secara terbuka formulasi penetapan tar-
get pendapatan agar rasional dan terukur. Pem-
prov juga diminta lebih agresif menggali potensi
PAD secara profesional dan transparan tanpa
membebani masyarakat. (fai)
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KORAN PADANG .
— KAMIS, 10 SEPTEMBER 2026

Mubhidi Tegaskan Sekolah
Harus Jadi Tempat Aman
Bagi Anak

PADANG, KP - Praktik perundungan,
kekerasan, maupun tekanan yang membuat
anak takut berada di lingkungan pendidikan
harus dicegah sejak dini. Ketua DPRD Sumat-
era Barat, Muhidi menegaskan bahwa sekolah
ramah anak tidak cukup hanya diwujudkan
melalui penyediaan fasilitas yang nyaman.

“Jadikan sekolah sebagai tempat yang nya-
man. Biarkan anak-anak berkembang, mengenali
potensinya dan tumbuh menjadi pribadi yang ber
manfaat," ujar Muhidi saat menghadiri Pelatihan
Konvensi Hak Anak di Padang, Rabu (9/9).

Menurutnya, pemenuhan hak anak tidak bo-
leh hanya dimaknai sebagai upaya melindungi me
reka dari kekerasan, tetapi juga memastikan setiap
anak memperoleh ruang untuk berkemban g.

"Kita jangan hanya berpikir bagaimana melin
dungi anak, tetapi juga bagaimana membuat me-
reka tumbuh dan berkembang, sehingga menjadi
sumber daya manusia yang unggul " katanya.

Menurutnya, generasi yang dipersiapkan
saat ini diyakini akan menentukan masa depan
Sumbar dan Indonesia dalam menyongsong Indo
nesia Emas 2045. Oleh karena itu, Muhidi mene-
kankan pentingnya pendidikan agama, tauhid,
serta pendidikan karakter sejak dini agar anak
memiliki fondasi akhlak yang kuat.

“Kalau iman dan tauhidnya kuat, insyaallah
cara berpikirnya akan benar. Ketika cara berpi-
kirnya benar, tindakan yang dilakukan juga akan
mengarah kepada hal yang benar," tuturnya.

la juga mengajak lingkungan sekolah untuk
memperkuat budaya literasi guna membekali

anak dalam menghadapi perubahan zaman.

Sementara, Kepala DP3AP2KB Sumatera Ba-
rat, Herlin Srihendini menyebutkan, pencegahan
kekerasan anak butuh keterlibatan bersama an- "
tara sekolah, orang tua, dan masyarakat.

Senada dengan itu, Kepala Bidang Pemenu- @y
han Hak Anak DP3AP2KB Sumbar, Karyono meng-
ungkapkan masih ditemukannya kasus di lingku- ;
ngan sekolah menjadi alasan konsep sekolah ra- ﬁ ;
mah anak harus terus diperkuat. (fai) ;
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KETUA DPRD Sumbar Muhidi memberikan arahan pada Pelatihan Konvensi Hak Anak dalam rangka

mewujudkan sekolah ramah anak di Padang, Rabu (9/9).
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Potensi peneri-
maan daerah Sumbar
masih tertahan di
sektor perkebunan.
Sebanyak 41 perusa-
- haan perkebunan
tercatat memiliki

- kewajiban Pajak Air
Permukaan (PAP)

- sebesarRp114,28
miliar, tetapi pem-

bayaran yangnmsuk

Rp114,10 miliar

DATA Badan Pendapatan
Daerah (Bapenda) Sumbar itu
kini menjadi ian serius
DPRD Sumbar. Wakil Ketua
_DPRDSumba:Nanda-Satda

. pemerintah pro-
vinsi tidak hanya mengejar
peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD), tetapi memas-
tikan kewajiban perusahaan
benar-benar ditunaikan.

L e

Pada semester 2026, nilai

ekspor Sumbar mencapai
US$1.568,05 juta, naik 22,33

persen

periode

fkewa;ﬂnnmﬂ'mh?m )

PAD
tanpa harus menciptakan
smn.ber pungutan baru. Pe-
merintah daerah, kata dia, te-
kajian mengenai penerapan

Karena itu, jika perusahaan

memﬂlhkehmamamper b B -

bedaan

da bersama Or

i Per. §

Rp10 miliar per tahun

i e SR
: .mll{ﬂﬂah
PADSum-

ko B
Pﬁhlatﬂllﬂgtdﬁmnpem_

siap mem-

berjalan
miliar vang

Jika penagihan
efektif, Rp114,10
selama




EKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

B kil
T

B = 0. o

DEDITA

gLt 14

TANT.TINY.

_...,t.w .. g A.I«.. ; m
E%gsagggixgggug




SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

HARI/TANGGAL HALAMAN

VR




SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA




SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

HALAMAN

©

KORAN HARI/TANGGAL
KORAN PADANG SABTU, 12 SEPTEMBER 2026

PEMBAHASAN RANPERDA PERUBAHAN APBD 2026

Fraksi-Fraksi DPRD

Sumbar Soroti Kemandi
rian Fiskal dan Pemulihan

Bencana

RAKSI-FRAKSI DPRD Provinsi Sumatera
FBarat memberikan pandangan umum ter-

hadap Rancangan Peraturan Daerah (Ran-
perda) tentang Perubahan Anggaran Pendapa
tan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2026, dengan menyoroti sejum-
lah persoalan strategis mulai dari menurunnya
Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatnya
ketergantungan terhadap dana transfer pusat,
penutupan defisit hingga percepatan pemulihan
pascabencana.

Pandangan umum tersebut disampaikan dalam
Rapat Paripurna DPRD Sumbar yang dipimpin Wakil
Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria baru-bary ini, se-
bagai bagian dari tahapan pembahasan Ranperda Pe-
rubahan APBD 2026. Dalam pandangan fraksi, DPRD
tidak hanya melihat perubahan postur anggaran dari
sisi angka, tetapi juga mempertanyakan sejauh mana
perubahan tersebut mampu menjawab kebutuhan
masyarakat dan memperkuat kemandirian fiskal dae-
rah.

Rapat turut dihadiri Sekdaprov Sumbar Arry
Yuswandy.

Dalam Ranperda Perubahan APBD 2026, penda-
patan daerah diproyeksikan meningkat dari Rp6,294
triliun menjadi Rp6,610 triliun atau bertambah
Rp315,84 miliar atau 5,02 persen. Namun, kenaikan

~ tersebut terutama ditopang oleh peningkatan Dana
Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) sebesar 19,64
. persen.
: Di sisi lain, PAD justru mengalami penurunan
. 8,73 persen atau sekitar Rp306,57 miliar, menjadi |
| Rp3,206 triliun. Kondisi ini menjadi perhatian hampir |
. seluruh fraksi karena menunjukkan masih besarnya '
ketergantungan fiskal Sumbar terhadap pemerintah
pusat.
: Sementara itu, belanja daerah meningkat cukup
signifikan dari Rp6,409 triliun menjadi Rp6,979 tril-
, 1un atau bertambah Rp570,02 miliar. Salah satu ke-

mencapai Rp941,95 miliar, naik hampir 100 persen
atau Rp470,82 miliar. Dengan struktur tersebut, Ran-
perda Perubahan APBD 2026 masih menyisakan de- i
fisit mumni sebesa 'EP 56‘!milliar.

B menegaskan bahwa perubahan APBD wajib mem-
. perkecilcelah antara perencanaan anggaran dan man

| naikan terbesar terdapat pada belanja modal yang s il i

Melalui juru bicara Syofian Hendri, Fraksi PKS
meminta Pemprov Sumbar menjelaskan penurunan
drastis target penerimaan pajak, seperti PAP yang
turun dari Rp594 miliar ke Rp210 miliar dan Pajak
Alat Berat dari Rp10 miliar menjadi Rp1 miliar. Ken
dati memahami penyesuaian target harus realistis,
PKS menuntut kejelasan potensi dan strategi pening
katan pendapatan, sekaligus mendorong terobosan
dalam optimalisasi PKB. PKS juga mengapresiasi ca-
paian retribusi jasa umum semester | yang mendekati
60 persen serta menyarankan dukungan anggaran
bagi OPD berprestasi.

Selain itu, PKS menyoroti lonjakan belanja modal
jalan, jaringan, dan irigasi dari Rp136 miliar menjadi
Rp522 miliar. Mengingat sisa waktu anggaran tinggal
empat bulan, Pemprov diingatkan agar percepatan
proyek tidak merusak kualitas atau memicu masalah
hukum. Terakhir, PKS menuntut penjelasan terkait
membengkaknya SiLPA Dana Earmark hasil audit BPK
yang menyentuh Rp284,67 miliar.

Fraksi Partai Golkar menyoroti masalah kemandi-
rian fiskal Pemprov Sumbar, terutama meningkatnya
ketergantungan pada dana transfer di tengah penu-
runan PAD. Lewat juru bicara yang mewakili Ketua
Fraksi Yogi Pratama, Golkar meminta langkah nyata
untuk mendongkrak kepatuhan pajak, salah satunya
dengan menertibkan tunggakan pajak kendaraan dinas
dan ASN. Terkait target PAP dan Pajak Alat Berat, Golkar
mengkritik penetapan target awal yang terkesan ku-
rang akurat sehingga harus mengalami perubahan.

volkar juga mempertanyakan rendahnya real-
isasi belanja modal semester | yang baru mencapai
4,68 persen, padahal terdapat tambahan anggaran
Rp470,82 miliar. Pemprov diminta memetakan status i
kontrak dan kesiapan proyek secara jelas demi men- i
cegah risiko gagal serap di akhir tahun. Selain itu, Gol-
kar mendesak kejelasan transparansi penutupan
defisit murni sebesar Rp176,56 miliar serta skema
pemanfaatan SiLPA TA 2025, :

Melalui juru bicara Indra Catri, Fraksi Gerindra _

SR B i




faat langsung bagi masyarakat, khususnya korban
bencana. Gerindra mempertanyakan sumber penutu-
pan defisit murni Rp176,56 miliar dan mewanti-wanti
agar rasionalisasi anggaran tidak memangkas pelaya-
nan dasar. Selain itu, Pemprov Sumbar didorong un-
tuk segera melunasi utang belanja, proyek lintas ta-
hun, dan bagi hasil pajak kabupaten/kota yang telah
lolos verifikasi legal serta teknis.

Gerindra juga mengkritik penurunan Belanja
Tidak Terduga (BTT) sebesar 18,85 persen (dari Rp25
miliar menjadi Rp20,28 miliar) di tengah mendesak-
nya pemulihan pascabencana di Pasaman dan wila-
yah lain. Terakhir, Gerindra meminta koreksi atas ke-
tidaksesuaian persentase kenaikan SiLPA dan nomi-
nal defisit dalam dokumen Ranperda demi menjaga
ketelitian serta kredibilitas tata kelola keuangan dae-
rah.

Melalui juru bicara Agus Syahdeman, Fraksi Par-
tai Demokrat menekankan pentingnya prinsip per-
formance-based budgeting, risk-based budgeting,
dan value for money dalam perubahan anggaran. Sei-
ring pemangkasan target Pajak Air Permukaan (PAP)
hingga 64,65 persen, Demokrat mendesak Pemprov
untuk membangun basis data potensi PAP yang ter-
integrasi serta memperketat penagihan ke perusa-
haan pemanfaat. Di sektor infrastruktur, perbaikan
jalan dan irigasi diminta berbasis skala kerusakan
yang objektif, disertai pengawasan ketat terhadap
kendaraan ODOL demi mencegah kerusakan beru-
lang.

Dalam bidang pendidikan, Demokrat menuntut
transparansi daya tampung Penerimaan Murid Baru
(SPMB) termasuk di SMAN 1 Gunung Talang, Kabu-
paten Solok, guna menjamin hak pendidikan secara
adil Demokrat juga meminta penanganan kasus disi-
plin ASN dilakukan profesional. Sementara untuk sek-
tor sosial ekonomi, program pengentasan kemiskinan
didorong agar lebih memprioritaskan pemberdayaan
UMKM dan penguatan ketahanan pangan.

Melalui juru bicara Daswippetra, Fraksi PPP me-
nilai anjloknya target PAD sebagai masalah krusial.
Mengingat proyeksi PAD 2026 menjadi salah satu
yang terendah dalam dekade terakhir akibat peren-
canaan yang lemah, PPP mendorong evaluasi tata
kelola pendapatan hingga penyegaran pejabat terkait
bila diperlukan. Mengenai dana pengembalian TKD
daerah terdampak bencana, PPP mendesak agar
alokasinya murni untuk pemulihan warga, bukan di-
alihkan ke proyek non-mendesak seperti renovasi
kantor atau taman.

PPP juga meminta Pemprov Sumbar lebih aktif
berkoordinasi dengan Pertamina guna mengatasi ke-
langkaan solar yang mengganggu sektor produktif.
Terakhir, PPP mempertanyakan urgensi penyertaan
modal Rp92 miliar ke BUMD dan menuntut kejelasan
target, manfaat, serta imbal hasilnya bagi perekono-
mian daerah.
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Meski kelima fraksi PKS, Golkar, Gerindra, Demok ——
rat, dan PPP menyetujui Ranperda Perubahan APBD N

Sumbar TA 2026 untuk dibahas lebih lanjut bersama
TAPD, persetujuan ini diiringi sejumlah catatan kritis
yang wajib dijawab Pemprov secara rasional dan ber
basis data. Pembahasan anggaran ini ditekankan bu-
kan sekadar formalitas penyesuaian angka, melain-
kan momen perbaikan perencanaan, optimalisasi
PAD, dan percepatan pembangunan yang berpihak
pada rakyat.

DPRD Sumbar menegaskan isu kemandirian
fiskal sebagai sorotan utama, di mana penurunan PAD
di tengah naiknya TKD harus direspon dengan pem-
benahan database potensi pajak serta kepatuhan
warga tanpa membebani masyarakat. Lonjakan be-
lanja modal pun dituntut diimbangi kesiapan ek-
sekusi agar tidak sekadar mengejar angka serapan,
melainkan menjaga kualitas dan aturan pengadaan.
Terakhir, alokasi anggaran bencana didesak fokus
pada pemulihan fisik dan ekonomi warga terdampak
secara cepat.

DPRD Sumbar menegaskan fungsi pengang-
garan dan pengawasan akan terus dijalankan untuk
memastikan perubahan APBD 2026 tidak hanya
menghasilkan penyesuaian angka dalam dokumen




WAKIL Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria (tengah) mengetuk palu memimpin Rapat Paripr-.:m Pandangan Umum Fraksi
terhadap Ranperda Perubahan APBD TA 2026 di idampingi Sekdaprov Sumbar Arry Yuswandy dan pimpinan dewan.
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WAKIL Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria dan Sekdaprov Sumbar Arry Yuswandy menerima penyerahan berkas
pandangan umum fraksi dari Juru Bicara Fraksi Gerindra Indra Catri.
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JURV Bicara Fraksi Golkar Daswippetra menyerahkan dokumen pandangan umum fraksinya kepada Sekdaprov
Sumbar Arry Yuswandy dan Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria.

41z
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* JURU Bicara Fraksi Demokrat Agus Syahdeman menyerahkan naskah pandangan umum

DPRD Sumbar Nanda Satria disaksikan Sekdaprov Sumbar Arry Yuswandy.
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2028

Sumatera Barat memberikan pandangan umum

terhacs) Nancangan Peraturan Daerah (Ran-
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pesdal tescang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belenja Daerah (APBD-P) Sumatera Barat
Tehun Anggaran 2028, dengan menyoroti sejum-
lah persoaian strategis mulai dari menurunnya
Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatnya
ketergantungan terhadap dana transfer pusat,

penutupan
pascabencana.

Pandmggn umum tersebut Sementara itu, belan}a dae-
disampaikan dalam Rapat  rahmeningkat cukup signifikin
Paripurna DPRD Sumbar, on Rp6,409 triliun menjadi
Senin (7/9). Tah inimeru-  44%6,979 triliun atau bertambah
pakan bagian dari tahapan  Rp370,02 miliar. Salah satu

mbahasan Ranperda Peru-  <enaikan terbesar terdapat pada

aban APBD 2026. Dalam  belanjamodal yang mencapai

andangan fraksi, DPRD tidak ~ Kp941,95 miliar; naik hampir
E:rn;}“m: ahanpostur  [UD persen atau Rp470,82
an'g'gamndaﬁsi‘si angka, tetapi ~ ¥an Dengan strukrur terse
j'uga mempe Y’khh . Iﬂlﬂ[ DLI.I.,Riﬂ : Perubahan APB-
mana sahan tersebutmam- 1) 2026 masih ‘menyisakan
pu menjawab kebunﬂ-lan ma- aCtJSI‘! murni SEbCSMR.pl ?‘6,56
syarakat dan memperkuat a0
kemandirian fiskal daerah, | !'rakst PKS melalui juru

Dalam Ranperda Peruba-  D¢araSvofian Hendri meminta
han APBD 202%‘: pendapatan  Pemerintah Provinsi mem-
daerah diproveksikan mening-  berikan penjelasan lebih men-
xatdan Rp6,294 triliun menjadi = 2iam terhadap penurunan

Rp6,610 triliun atau bertambah
Rp315,84 miliar atau 5,02
: Namun, kenatkan terse-
ut terutama ditopang oleh
. peningkatan Dana Transfer

sehesar 19,64 !
Di sisi lain, PAD

pursen atau sekitar Rp306,57

k.ondisi int menjadi perhatian
‘winpir seluruh fraksi karena
~enunjukkan masih besarnya
ketergantungan fiskal Sumbar -
] C1) erintah pusat.

justru |
mengalami penurunan 8,73

~¢jumlah target penerimaan
gaiak.-SaIgh,samﬂga Pajak Air |
cimukaan (PAP) vang ditu- |
rugkan dari Rp394 miliar |
menjadi iy 10 miliar, Fraksi ini

. jugamempertanvakan penuru-

tniliar, menjadi Rp3,206 trilfun. -

1

- Rplmpﬂnﬁiadi: ar.

1 miliar, *
Menurut Fraksi PKS, pe-
nvesuaian target haris
rill dan kemampuan pemungu-
tan. Namun, pénurunan g

disertai penjelasan mengenai
M?mg i .l“_ 4 m‘-

uk tatep] ..pm,“
maan. ;

~ miliar, Dengan

dalam jumlah besar perlu

efisit hingga percepatan pemulihan

Fraksi PKS juga mendo-
rong adanya terobosan dalam
optinalisasi Pajak Kendaraan
Bermotor (PKJ!R Di sisi lain,
fraksi memberikan apresiasi
terhadap kinerja retribusi jasa
umum yang pada semester [
telah. mencapai hampir 60
persen dan mendorong agar
perangkat daerah yang mampu
meningkatkan pendapatan
diberikan d anggaran
secara proporsional,

Sorotan juga diberikan
terhadap kenaikan belanja
modal i:d};n iatingandaniﬁgasi
vang melonjak dari sekitar
Rp136 miliar menjadi Rp522
zan waktu pelaksa-
naan anggaran vang tersisa
sekitar empat bulan, PKS
mengingatkan pemerintah
pepn perbangan i .
‘mengorbankan tas peker- #
jaan maupun menimbulkan

E:u_m di kemudian

Sementara itu, Fraksi Partai
Golkar dengan juru bicar Sitti |
lzzati Aziz menempatkan
persoalan kemandirian fiskal
scbagai salah satu perhatian
utama. Fraksi ini menilai me-
ningkatnya porsi dana transfer [N
‘menjadi b; evaluasi serius i
dalam pengelolaan keuvangan ~ “

Aol




. - daerah, termasuk utang

katk

Fraksi Golkar juga meminta

Pemprov Sumbar menyusun

konkret untuk mening-
kepatuhan wajib pajaE,

terhadap tunggakan
kendaraan dinas dan AS
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1E]aj.ak

Lebih lanjut Fraksi Golkar
menyoroti kembali target PAP

dan Pajak Alat Berat. Menurut
fraksiini, peneta tawal
harus dig:;larkg?lnpa a data
Eotensi yang akurat schingga

etika dilakukan perubahan
tidak-menimbulkan kesan bah
wa target sebelumnya tidak
disusun berdasarkan perhi
runéan yang memadai.

elain pendapatan, Golkar

mempertanyakan realisasi be
lanja modal yang pada semester
I baru mencapai 4,68 persen.
Dengan adanya tambahan
belanja modal sebesar Rp470,
82 miliar, pemerintah diminta
memberikan pemetaan yang
. Jelas terkait status kontrak dan
kesiapan masing-masing pro
yek agar tidak terjadi gagal serap
pada akhir tahun anggaran.

Persoalan defisit murni
Rp176,56 miliar juga menjadi
perhatian Golkar. Pemerintah
daerah diminta menjelaskan
secara terbuka sumber penuru
pan defisit tersebut serta bagai
mana pemanfaatan SiLLPA
Tahun Anggaran 2025,

Fraksi Gerindra melalui juru
bicara Indra Catri, menekankan
bahwa perubahan APBD harus
mampu memperkecil kesen
jangan antara perencanaan
anggaran dengan manfaat nyata
vang diterima masvarakat,
terutama masyarakat yan
masih menghadapi damps
bencana. e

Kemudian Fraksi Gerindra
juga mempertanyakan sumber
gg:nutup efisit murni Rp176,

6 miliar dan meminta agar
: kah rasionalisasi belanja
dilakukan dengan mengu

i rangi pelayanan dasar masya .

rakat.
Selain itu, fraksi ini mendo

1% . rong Pemprov Sumbar menye

lesaikan berbagai kewajiban
belanja,
ekerjaan lintas tahun dan
Eewaiiban bagi hasil pajak
kepada kabupaten dan kota
; telah diverifikasi secara
dan teknis. i
Belanja Tidak Terduga

i ];)1

TT) juga menjadi perhatian.
kebutuhan pemu
| lihan pascabencana, khususnya -

. di Pasaman dan sejumlah wila

yah terdampak lainnya, BTT
justru mengalami penurunan
18,85 persen, dari Rp25 miliar
menjadi Rp20,28 miliar. Kon
disi tersebut dinilai petlu men
dapatkan penjelasan dari peme
rintah.

.Fraksi Partai Demokrat
melalui juru bicara Agus
Syahdeman menekankan pen
tingnya penerapan prinsi
Par%ormance Basgd Budget 1
Risk Based Budgeting, serta 1alue
Jor Money dalam perubahan

. Fraksi Demokrat secara
khusus ‘menyoroti petsoalan
database Pajak Air Permukaan.
Dengan target PAP yang di-

angkas hingga 64,65 persen,
Pen?erintah dﬁg;]m u mem-

angun satu basis data yan

terintegrasi mengenai obieﬁ
dan potensi PAP. Penagihan
aktif kepada perusahaan yang
memanfaatkan air permukaan
juga dinilai perlu diperkuat.

Pada scktot in astrukeur,
Demokrat mendorong perce-
patan pembangunan jalan dan
irigasi berdasarkan indikator
kerusakan yang objektif. Pe-
ngawasan terhadap kendaraan
dengan dimensi dan muatan
betlebih atgl;l Over Dimension
Over Loading (ODOL) juga
harus diperkengt agar

‘perbaikan infrastruktur tidak

terus terkuras akibat kerusakan

Dalam bidang pendidikan,
Demokrat meminta transpa-
ransi terkait daya tampung
dalam Sistem Penerimaan
Murid Baru (SPMB), termasuk

alan.di SMAN 1 Gunung
alang, Kabupaten Solok.
Fraksi menegaskan bahwa
kebijakan penerimaan peserta
didik harus menjamin hak anak
@adimnpemkh pendidikan secara

Demokrat juga meminta
disiplin ASN dilakukan secara
ofesional. Sementara dalam
idang sosial ekonomi, prog-
ram pengentasan kemiskinan
dimgkan agar lebih berbasis
pemberdayaan UMKM dan
penguatan ketahanan pangan

masyarakat,

Sementara itu, Fraksi Partai
Persatuan Pembangunan (PPP)
melalui juru bicara Daswip-
petra, Dt. Manjinjiang Alam,
menilai penurunan t PAD
menjadi persoalan serius, PPP
menyebut proyeksi PAD 2026
sebagai salgh satu yang teren
dah dalam 10 tahun terakhir
dan mengaitkannya dengan
lemah nya perencanaan pen
dapatan.

Karena itu, Fraksi PPP
mendorong evaluasi terhadap
tata kelola pendapatan sekaligus
penyegaran pejabat yang bet-
tanggung jawab terhadap penge
lolaan ‘penerimaan daerah
apabila diperlukan.

Fraksi ini juga memberikan
perhatian khusus terhadap
Eenggunaan- dana pengem

alian TKD yang berkaitan
dengan’ daerah terdampak
bencana. Dana tersebut diminta
benar-benar diarahkan untuk
rehabilitasi dan pemulihan
pascabencana, bukan digusakan
untukkllccgi%tan vang tidak
memiliki hubungan langsung
dengan kebutuhan miasyarakat
terdampak, seperti' rénovasi
ruang kerja, kantor maupun
taman,

disampaikan PPP. Fraksi me
minta-%emprov Sumbar lebih
aktif berkoordinasi dengan
Pertamina unituk memastikan
distribusi BBM bersubsidi
berjalan baik dan kebutuhan
masyarakat serta sektor pro
duktif tidak terganggu:

Di sisi_pembiayaan, PPP
mempertanyakan urgensi pe
nyertaan modal kepada BE'-
MD sebesar Rp92 miliar. Pe-
merintah diminta menjelaskan
target, manfaat serta imbal hasil
yang diharapkan dari penam-
bahan modal tersebut sehi
kebijakan tersebut benar-benar
memberikan kontribusi terha
dap perekonomian daerah.

Berbagai pandangan terse
but memperliih':itkan bahwa

bahasan Perubahan APBD
026 tidak semata-mata berkai
tan dengan penyesuaian angka

Persoalan kelangkaan solar
 di sejumlah SPBU Sumbar juga

pendapatan dan belanja. DPRD
Sumbar meminta perubahan
anggaran menjadi instrumen
untuk mempclrbaiki kualitas
perencanaan, meningkatkan
penerimaan daerah, memper-
cepat pembangunan dan me-
masti xgaran benar-benar
menjawab kebutuhan ma-
syarakat. , .

Persoalan kemandirian fiskal
menjadi salah satu benang
merah pandangan fraksi. Pe
nurunan PAD di tengah ke-
nmkanTKdeﬂmp:r?: men-
jadi alarm bagi pemerintah
daerah untuk memperbaiki
basis data potensi penerimaan,
meni kepatuhan wajib
pajak serta mencari sumber-

.sumber Eenda tan baru tanpa
ani II:la

membe

dunia usaha. ,
Pada saat yang sama, besar-
nya tambahan belanja modal
harus diikuti kesiapan pelak-
sanaan. DPRD mengingatkan
=fcepatan serapan angga
ifﬂar u%itkc hanya mcn[;c}ar'lar reali
sasi secara administratif, tetapi
tetap memierhatikan kualitas
peketjaan, ketepatan sasaran,
transparansi serta kepatuhan
terhadap ketentuan pengadaan
barang dan jasa. 5
* Isu glernuhhan bencana juga

menjadi perhatian pentin
DPRD meminta‘ pemennmi

L AlLE *'

asyarakat dan

untuk memperbaiki infras
truktur, memulihkan aktivitas
ckonomi dan membantu ma
syarakat

gzuulihanti

proses
berlan lam

Fraksi—frﬁksi DPRD Sum !
bar menegaskan fungsi pengang %

A

garan dan pengawasan akan | _

terus dijalankan untuk memas
tikan perubahan APBD 2026
tidak hanya ilkan penye
suaian mﬁﬁ dok'u{nen

anggaran, tetapi memberikan

dmpakbm;amhadappehya'

nan pu pemuli ca
bencsﬂa, pembangunan lgi”ffas

truktur, penguatan ekonomi f

masyarakat dan peningkatan g
kesejahteraan masyarakat Su
matetaBarat. )
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Rapat Paripurna DPRD Sumbar dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026 (HL)

Juru bicara Fraksi PPP Daswippetra, Dt. Manjinjiang Alam
menyerahkan pandangan umum fraksi PPP kepada Wakil Ketua
DPRD Sumbar, Nanda Satria

3o
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Ekoﬁoml Masyaraka,t Pesisir_ = <

I(etua DPRD'-'; Sumbar Ban -

VWL,

kan tealisas: ainkas: Pokok-
- Pokok Pikiran Pok:r) Ketua
DPRD'Sumbar “di-

i g nya penday
Mem:ut:Mumﬂi, el i li

terhn ﬁ;embudtda
erlu ukan secayr: ber-
) e anjutan, terutama untuk

e
L g::.g%’;:m £ mgses o
i modal

S p - ;-a_.-. Ari=
kanan dmilm
_ tnemperkuat E::'mhn? pesmr

an secara efek f dan mem- pe
. baik, trmsparan dan Penuh * berkels P .
duksi ~dalam jangkg k, memberikan ¢
. mpu menjadi peng: . peningkatan e
ekot?:m: masyafakat rakat,” pesan Mu

tet
ge"ra
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A DPRD Sumbar Muhidi didampingi Wakil Gubemur Vasko Ruseimy WA emur Sumbar Vasko Ruseiry menyampaika engan-
" saat membuka rapat paripurna Penyampaian Nota Pengantar Ranperda  tar Ranperda APBD 2027, 'saat o sadmg Nm :
 APBD 2027, i ruang sidang utama Jumat (11/9) sore. - (18)sore. s oo e

B ﬁam;nmdmmwmmw
ra umna Penyampaian Nota Pengantar Ra rda
~APBD 2027, di ruang sidang utama Jumat (11/9) sore. o SEJUHLAH B
\ : pe]abnt orkopimda ketika mengikuti rapat paripurna Peny:
* paian Nota Pengantar Ranperda 202” maﬂgamlan';;a u:lanu Jmme,?ﬁg
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KORAN PADANG
SENIN, 14 SEPTEMBER 2026

2

Sumbar Kewalahan Penuhi Ekspor Ikan
Kerapu ke Hong Kong

PADANG, KP - Potensi pasar ekspor ikan kera
pu asal Sumatera Barat belum tergarap maksimal
akibat tingginya tingkat kematian ikan sebelum
Panen. Hingga kini, angka kematian benih kerapu
di tingkat pembudidaya masih menembus 50
persen.

Kondisi tersebut diakui Ketua Kelompok
Pembudidaya Teluk Buo, Dasril, saat menerima
bantuan benih dari Ketua DPRD Sumbar Muhidi
di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Sabtu(12/9).

Peluang pasar kerapu sebenarnya sangat
terbuka lebar, terutama untuk pemenuhan kuota
ekspor. Pada 2023 lalu, permintaan pengiriman
kerapu dari Sumbar ke Hong Kong mencapai 25
ton, namun pembudidaya lokal hanya sanggup
memasok 15 ton.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi mengatakan, pe
nyerahan 2.565 benih kerapu beserta pakan ini
ditujukan untuk membenahi persoalan produksi

nelayan. Penyerahan bantuan sengaja dilakukan
di lokasi agar DPRD bisa melihat langsung kenda
la lapangan yang dihadapi pembudidaya.
“Bantuan ini diharapkan tidak hanya mem-
buat usaha budidaya kerapu semakin berkem-
bang, tetapi juga mampu meningkatkan pendapa
tan dan perekonomian masyarakat,” kata Muhidi.
la berharap kelompok nelayan dapat inen-
gelola benih dan pakan tersebut secara optimal
agar produksi ikan bisa berjalan berkelanjutan,
Menurutnya, pembenahan pola budidaya menjadi
kunci utama agar nelayan Sumbar bisa menang
kap peluang pasar di dalam maupun luar negeri.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kelautan dan
Perikanan (DKP) Sumbar, Resi Suriati menjelas-
kan, budidaya kerapu membutuhkan kesabaran
dan perhatian ekstra karena karakteristik ikannya
yang cukup sensitif.
“Target kita budidaya ini bisa berhasil sam-

pai panen dengan tingkat kematian ikan semini-
mal mungkin," katanya,

Menurut Resi, tingkat mortalitas budidaya ke
rapu pada umumnya berada di angka 30 hingga
50 persen. Meski membutuhkan perawatan in-

tensif, nilai jual kerapuy yang tinggi tetap men-
jadikannya komoditas unggulan bagi nelayan. pi-
haknya mendorong kelompok nelayan agar ke
depan mampu melanjutkan usaha budidaya ini
secara mandiri. (fai)

KETUA DPRD
Sumbar Muhidi
menyerahkan
bantuan benin
ikan kerapu dan
Pakan kepada
kelompok pem-
budidaya di
Teluk Buo, Keca-
Mmatan Bungys

§ Teluk Kabung,

B Sabtu(12/9).
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DPRD Sumbar Sorot Lambannya

da) ten

tangOAPBD
27 Senin (1 4/

_]u.mBlm Rosk: PPP. "'

Nof::lzon mengatakan, ses
uai Surat Edaran (SE). Me.n

Ma;enm

l-n'\-ﬂtl—‘.!-‘.i

ml:nutah iusat kf.pnda pc~

sanaan kegiatan agar pe-

nanganan pascabencana- .

¥ “IﬂSka .
N m 700} 1 /LHR/'
O Ql’ Mm

torat Sumbar

daﬁn Nomor 1900.1.3/10-

_mestinya segera xp,e

gutadalathas SDABK

TKD telah dlslemhkmme- a

kegiatan, Namun,
Fraksi PP mendapat in
formas.lmas.lhban OPD

kegiatann
}Xﬁdang;:atmlgasihdalm

kSl S OB

nilai
198 miliar, b
OPD-OPD yang lam," kata

ber mu
dalikan oleh
menilai bahwa.
aan eme:;mltah
n sebe | *:;nfukp memperlambat

] Pascabencana

9\’?5 H’-“B
me-lalul slste M

t181

ah q.latur dan diken
phlmntertcnm.
“Kami dari Fraksi PPP
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. KORAN HARI/TANGGCAL HALAMAN
SINGGALANG - Selasa, 15 September 2026 i
(2 Rabiul Akhir1448 H) ‘

perm&inm dan pengaturan pemenang tender,
kami meminta dengan tegas kepu.dapamerlntah i
‘daerah agar lelang dilakukan dengan sistem

terbuka melalui LPSE. Selain itu, memperhatikan
keterbatasan waktu pengerjaan saat ini,
swtamuya harus diubah menjadi MYC agar

proyek ini bisa berjalan maksimal tanpa
‘mengorbankan kualitas," ujar juru bicara Fraksi

PKB, Nofrizon, saat rapat paripurna di DPRD
Sumbar, Senin (14/9).

Fraksi PKB mengkritisi lambatnya reahsaﬁi:

anggaran penanganan bencana di sejumlah
Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Nofrizon menjelaskan bahwa dana TKD dari
Pemerintah Pusat sebenarnya sudah diserahkan
- ke Pemda ya,p terdampak bencana sejak April
2026 lalu. Hal ini sejalan dengan man
Edaran Mendagri Nomor: 900.1.3/1084/S]

anggal 2 Maret 2026 yang mendarong
parcep;l:n anganan bmmna.’iij dw:;gh 3

ukan hanya itu

Pempmv Dimi nta Transf '_;j.;,._ran

tnmst;lkan sanma. moyak d.ma,i anggmn 'l‘i'ans;fer b

t Surat m

&istem Multi Years Con-
" tract (MYC) atau kontrak
~ tahun jamak ‘mengingat
~ keterbatasan waktu yang
udaw-ﬁhunmman

; wﬂﬁtﬂsﬂ ini lﬂfli
lai mendesak eiami me-

. 'Untuk'm&ngh:lnd‘ari

kan. review terhadap rencana
melalui surat Nomq:,mns}

' LHR/INSP/2026 tertanggal 29 Mei 2026.

“Mestinya, setelah proses review internal

‘selesai, OPD terkait bisa Imgsung mengeksekusi

aan fisik di lapangan," katanya lagi.
- Namun, fakta di lapangan justru berbanding
terbalik. Pihaknya menerima informasi bahwa

banyak OPD yang lamban memulai tahdpan

lelan,g serta kontrak.
"Salah satu yang paling me:l:colok dengan

. nilai fantastis berada di Dinas Pengelolaan
~Sumber Daya Air (PSDA) sebesar Rp198 miliar,

belum termasuk OPD lainnya," katanya lagi.
. Fraksi PKB ;

memicu ketidakpercayaan pa&a‘gm
sehingga harus diperbaiki dengan sistem LPSE

%ngmmmumm
karena agar proses lelangnya
nan&memtdm sonmdlar&hkmlﬁmmmhn

mm m‘
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: ,R;kyat Sumbar
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Kepang Pujorahayu

“Pujorahayu

© . at meriah, di pujurahayu Kin
Anggota ' -;tmampﬂm'ldbaikymgm o

DPRD Sumbar i g s
Simanjuntak
Berbaur dengan
Masyarakat -

Laporan ‘' h
‘»AHMAD BUDIMAN
Harian Rakyat Sumbar
Ketua Komisi Il DPRD

Provinsi Sumatera Barat,
‘Khairuddin Simanjuntak
hadliri undangan mas-
yarakat dan kelompok
sanggar budaya kesenian
Kuda Kepang Pujorahayu,
Kecamatan Luhak Nan
‘Duo, Pasaman Barat.
TURUT hadir dalam kegiatan Pujurahayu untuk membangun
tersebut calon Wali Nagari Pujo- Nagari ini menjadi lebih baik’
rakat, Pemerintah Nagari setem- Salah seorang tokoh mas-
pat beserta undangan lainyapada  yarakat Pujurahayu juga menga-
mnggu{mfs)malam takan, masyarakat di Nagarinya

an Keseman Ku f
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|  KORAN HARI/TANGGAL L
KORAN PADANG RABU, 16 SEPTEMBER 2025

BK DPRD Riau Stud|

BandingTata Beracars
ke DPRD Sumbar

HALAMAN

. persoalan pinjam-meminjam den-

IMPINAN dan anggota
PBadan Kehormatan (BK)

DPRD Provinsi Riau
menggelar kunjungan kerja ke
DPRD Provinsi Sumatera Barat
(Sumbar), Selasa (15/9). Kun-
jungan ini bertujuan untuk
melakukan observasi dan studi
banding terkait penerapan tata
tertib, kode etik, serta tata be-
racara kelembagaan.

Rombongan BK DPRD Riau
yang dipimpin Samsudin disambut
langsung oleh Ketua BK DPRD Sum
bar Bakri Bakar bersama anggota
BK DPRD Sumbar Irsyad Syafar. Per
temuan ini menjadi ajang bertukar
pengalaman terkait penanganan
persoalan kedisiplinan hingga ba-
tas kewenangan BK terhadap ang-
gota dewan yang terseret kasus
hukum.

Ketua BK DPRD Sumbar Bakri
Bakar memaparkan, sepanjang ta
hun ini pihaknya telah memproses
sejumlah persoalan kedisiplinan
dan etik.

Salah satunya penanganan
anggota dewan yang tersangkut

gan pihak perbankan.
"]Ilta persoalan sudah masuk

ke ranah pidana, tentu penanganan
nya berada pada kewenangan apa-
rat penegak hukum. Namun secara
prosedural, aspek etik dan tata ter-
tib tetap kita proses sesuai koridor
kewenangan BK, termasuk saat ada
permintaan keterangan dari pene-
gak hukum,” tegas Bakri.

Sementara itu, Anggota BK
DPRD Sumbar Irsyad Syafar me-
nambahkan bahwa pembahasan ju
ga menyentuh perlindungan hak-
hak anggota DPRD yang berhada-
pan dengan hukum serta kejelasan
batas kewenangan terkait pemerik
saan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK). Selain itu, BK Sumbar rutin
mengevaluasi tingkat kehadiran
anggota dewan dalam rapat pari-
purna.

"Setiap persoalan harus dili-
hat berdasarkan tupoksi. Ketika
sudah di luar kewenangan BK, kita
tidak bisa masuk terlalu jauh. Selu-
ruh proses kita jalankan secara ob-
jektif berdasarkan aturan yang ber-
laku demi menjaga marwah lem-
baga DPRD," ujar Irsyad.

Melalui diskusi interaktif ter-
sebut, BK DPRD Riau dan BK DPRD
Sumbar berharap tata beracara dan
pengawasan kode etik di masing-
masing lembaga legislatif dapat

emakln kuat dan transparan



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KETUA BK DPRD Riau Samsudin didampingi Bakri Bakar dan Irsyad

Syafar meninjau fasilitas ruang sidang khusus Badan Kehormatan
DPRD Sumbar.

KETUA BK DPRD Sumbar Bakri Bakar didampingi anggota BK DPRD Sumbar

Irsyad Syafar, menyerahkan plakat dan cenderamata kepada pimpinan
rombongan BK DPRD Riau Samsudin.

KETUA BK DPRD Sumbar Bakri Bakar dan anggota BK DPRD Sumbar Irsyad

Syafar menerima kunjungan kerja pimpinan dan anggota BK DPRD Riau, di KETUA BK DPRD Sumbar, ANGGOTA BK DPRD Sumbar,
ruang rapat khusus BK DPRD Sumbar.

Bakri Bakar. lisyad S_!ra,_fan
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Harian Rakyat Sumbar

Ketua DPRD Sumatera Barat
Muhidi mengatakan selain

- 'modal, kemampuan, pengala-

man dan hubungan baik den-
gan- banyak orang menjadl
‘bagian penting dalaim perjala-
nan seorarlg penguysaha.
. r

""MENJALANKAN usaha mieru-
pakan ‘proses mermnbutihkan ke-
mauan untuk terus bela]ar dan
beradaptasx," kata Muhidi, saat
‘bimbingan teknis (Bimtek) peni-
ngkatan kapasitas pengusaha di
Padang, Selasa (15/9).

_ lamenyampaikan, pelaku UM
KM: supaya menambah: pengeta-
huan, dengan membiasakan diri
membaca dan mengikuti berbagal
pelatihan, .

"Pengetahuan  dapat mem-
banitt seseorang melihat berbagai
kemungkinan dan peluang yang
ada di'sekitarnya,” ycap Muhidi.

. Menurut Muhidi, kalau .ingin
suksgs; harusmau Beldjar dan ban:
yak membaca. Dengan ilmy, akan
lebih mudah mielihat peluang,

"Sumbar punya banyak po-
- tensi  yang bisa dikembangkan
Tmelalui kreativitas para pelaku
usaha. Produk sepert rendang.

- bagi setiap pengusaha .

pungkasn}'?L

am kuliner khas daerah rhemilikil
karakreryangkuatdanberpeluangl
dikérial lebih luas,” ungkapnya.. "~ }
v Ia menyampalkan pelaku
UMKM harus meningkatkan kual-
itas produk sekaligus mengikuti §
perkembangan cara ,pemasaran,
termasuk memanfaatkan teknolo-
gi digital.

"Ketérampilan men]adl salah,
satubekal pepting dalam mengem- €
bangkanusaﬁa " sebut Muhidi.

Selain” jtu, sambung Muh1d1 )
kemampuan menggunakan ber-
'bagai sarana ydng, tersedia perlu
diimbangi- ‘dengan kemampuan

S e s, LS Y M—-

" berkomunikasi, mengatur wak-

tu, menyelésaikan persoalan dani
membangun hubungan dengan §
oranglain,

“Skills dan soft skills sama-sa-
ma penting. Kemampuan itu bisa
terus kita asah melalui pendidikary; *
pelatihan dan pengaiaman" ulas?
Muhidi. - ;

“Ia mengakhm, ,penga]amani
juga memiliki peran besar. Berb-
agai proses yang dilalii dalam
menjalankan usaha akan mem-
berikan pembela]aran tersendiri |

"Membangun’ jaringan samgtl
penting, hubungan baxk dan sila-
turahmi dapat mempbuka banyak1
kesempatan, baik dalam men-
dapatkan informasi, kerja sama
maupun mengembangkan pasar,”
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Padang, Rakyat: mnavw-. Dari
sebuah foto, ‘sehuah kota bisa
menyimpan banyak ceritax Wa-
jah masyarakat, perubahan ruang.
kota, budaya, hingga aktivitas se-+

4 /M/ ' hari-hari dapat menjadi rekaman
< Y visual yang suatu saat menjadi ba-
= . gian dari sejarah. Semangat intilah
M yang dibawa dalam Padang Photo
< , Festival (PPF) 2026 yang tahun irii
Ly I memasuki tatiun kédua.
< + = PPF 2026 berlangsung sejak 6 *
o Agustus hingga13 September 2026
< dan menjadi bagian dari rang-
m A , kaian Hari Jadi Kota Padang ke-
« T 357. Berbagai agenda digelar, mu-,
O e “lai dari Lomba Foto On The Spot,
lokakarya “Liku-Liku- Padang)
Tc..“_ R . , pameran foto cerita, hingga talk-
< i g : show dan diskusi yang mengajak ;
s (sa] Q ¢ rnasyarakat melihat Kota Padang . FOTO: SUKRI UMAR,
S m melalui perspektif fotografi. - WAKIL Ketua DPRD Provinsi Sumatera BaratNanda Satria,S.IP bersama peserta PPF ¢ Taman Bermain, Kelu-
n (G < Pelaksanaan PPF .2026 men-  rahan Batang Aral, Kecamatan Padang Selatan, Sabtu (12/9]. : . :
N =1 dapat support melalui dana Pokok : :
P L o ; 58 Pikiran (Pokir) Nanda Satria, SIB,  *1 dan'Deni _u.mram_ Hardpan 2. lurahan Batang Arau, Kecamatan bagai cara untuk merhbaca dan
Z o, kL & Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumat- Sementaia pada kategori pa- Padang Selatan, Sabtu (12/9). mefekam perjalanan sebuah kota.:
= I & i -~ era Barat. Dukungan tersebutmen-  meran foto cerita, karya Diah An- . Talkshow tersebut menghad- Apa yang tertangkap kamera rmn
> u _ %w % . jadi bagian dari upaya membuka gginauli Sitompul dengan tema irkan Nanda Satria, S.IP, Founder * inidapatmenjadi cerita yangmem-
'e) - : ruang kreatif bagi. para fotografer “Angkot: Simpul yang Bertahan” Padang Heritage Bayu Haryanto, bantu generasi berikutnya mema- L
o K - W _._._n_ sekaligus mendorong g&nda_. do- menjadi salah sati karya yang ST, M.Si, Kepala UPTD Museitm hami - -bagaimana Padang _umamr W
a o kumentasi visual tentang perjala-. mengangkat ‘cerita kuat tentang’ Adityawarman Dr Tuti Alawi- tumbuhdanberubah. Vg
i m o _.& nan Kota Padang. . kehidupan: Kota Padang. Angkot yah, SE., SPA.L, MA, serta Uyting .Melalui PPF tahun kedua, ru- “
| i o ! - Salah satu rangkaian'PPF ada- ~ tidak hanya dilihat sebagai moda: Hamdani sebagai modérator. Di- ang kreatif bagi fotografer sekaligus £+
. lah Lomba Foto On The Spotyang™ transportasi, tetapi juga sebagai skusi membahas perjalanan Kota ruang-untuk mendokumentasikan
D diikuti ratusan karya. Dari karya-  bagian dari pérjalanan, mobilitas, %mambm dari masa lalu, kondisi Kota Padang terus diperkuat. Dari
z B. karya tersebut, terpilih lima pe- , dan identitas masyarakat kota. hari ini, hingga arah dan tantan- lomba, lokakarya, foto cerita hingga
MHH M menang, yakni Shabrina Mazaya Rangkaian PPF kemudian gankota dimasa Emzamﬁwcm diskusi, seluruh rangkaian tersebut ;2.8
o " " sebagai Juara 1, Rahmat Yusri diperkaya dehgan talkshow berte- Dalam rangkaian tersebut, bermuara padasatu hal: merekam ¥ 5%
v Juara 2, Maizal Chaniago Juara 3, ma “Padang Dulu, Kini dan Nanti”  fotografi diternpatkan bukan seka- ] ii - =
; Adji Nugrahd Tri Giantsa Harapan  yang digelar di Taman Bermain, Ke-  dar sebagai karya visual, tetapi se-
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Pimpinan dan anggota‘Badan
Kehormatan (BK) DPRD-Provinsi

. Riau melakukan kunjungan kerja

-

o

[ N

'ke DPRD Provinsi Sumatera
Barat (Sumbar), Selasa (15/9).
Kunjungan tersebut bertujuan
melakukan observasi dan studi
banding terkait penetapan tata
tertib, kode etik, serta tata
beracara Badan Kehormatan
DPRD,

Rombongan BK DPRD Riau
dipimpin Ketua BK DPRP Riau

- Samsudin dan disambut Ketua

BK DPRD Sumbar Bakri Bakar.
Pertemuan tersebut menjadi
ajang bertukar pengalaman
mengenai pelaksanaan tugas
dan kewenangan BK, terutama

- dalam menangani pergoalan

yang berkaitan dengan peri-
laku, kedisiplinan, serta etika
anggota.DPRD. |

Ketua BK DPRD- Sumbar
Bakri Bakar mengatakan, sejak

‘awal tahun pihaknya telah

memproses sejumlah persoalan
yang berkaitan dengan anggota
DPRD. Salah satunya menyang-
kut persoalan .pinjam-memin-
jam dengan pihak perbankan
yang_prosesnya telah bersing-
gungan dengan ranah hukum
pidana.

< =

~

g%f,‘

an BK D

Menurutnya, ketika sebuah -apabila persoalan terseput telah

T, P

Ta e N
LR LT L

persoalan telah masuk ke ranah
pidana, penanganannya men-
jadi kewenangan aparat pene-

gak hukum. Namun, BK tetap

-menjalankan -proses sesuai

kéwenangan dan prosedur yang
dimilikinya.
"Kalau sudah masuk-ranah

‘pidana, tentu tidak bisa terlalu

Jauh kita tangani. Tetapi secara
prosedural tetap kita proses
sesuai kewenangan BK, terma-.
suk ketika ada perminjaan
keterangan dari penegak hu-
kum," ujar Bakri. .

Ia menjelaskan, secara kese-
luruhan DPRD Sumbar telah
memiliki perahgkat aturan yang
menjadi dasar bagi BK dalam_
menjalankan tugasnya, mulai
dari tata tertib, kode etik hingga
tata beracara. Ketiga perangkat
tersebut menjadi rujukan dalam
setiap proses penanganan per-
soalan yang masuk ke BK.

"Jadi, penyelesaian setiap
persoalah tetap merujuk pada
aturan yang ada. Kita tidak bisa
bertindak di luar kewenangan,"
katanya. ,

Bakri menegaskan, BK me-

- miliki batas kewenangan yang

harus dijaga dalam menangani
setiap persoalan. BK dapat
memproses aspek’yang ber-
kaitan dengan tata tertib’ dan
kode etik anggota BPRD, tetapi
tidak mengambil alih kewe-
nangan lembaga lain, terutama

A A

Na%ﬁ’:‘,ﬂ' 7 i

W T rre—

bha

" T i
3
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D Riau
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masuk dalam prosés :hykum
pidana. .

Dalam pertemuan, ersebut,
pembahasan juga mercakup

persoalan anggota DPRD yang

sedang berhadapan dengan
proses hukum, terinasuk‘bagai-
mana kedudukan dan hak-hak
anggotd DPRD daldam Kondisi
tersebut. Selain itu; turyt diba-
has batas kewenangan ‘BK
dalam menyikapi persoalan
‘yang berkaitan dengan peme-
riksaan Badan Pemeriksa Ke-
uangan (BPK).

Anggota BK DPRD Sumbar,
Irsyad Syafar, mengatakan
persoalan anggota DPRD yang
berhadapan dengan hukum
perlu djlihat-secara propor-
siongl berdasarkan kewenang-
-an masing-masing lembaga.

- "Ketika.persoalan sudah

berada di luar. tupoksi Badan
Kehormatan, tentu kita tidak
bisa tmasuk terlalu jauh. Kita
harus melihat' ddsaT dan kewe-

nangan yang ada," katanya.
Menurut Irsyad, BK juga
telah melakukan sejumlah rapat
terkait kedisiplinan .anggota
DPRD, termasuk menyangkiit
kehadiran-dalam rapat-rapat
resini lembaga seperti rapat
paripurna. Persoalan absensi.
menjadi salah ;sajnu' aspek yang
mendapat perhatidn’ kareha
berkaitan dengan kewajiban
-anggota DPRD dalam menjalan-
kan tugas kelembagaan.
y . nfwf -

Pt > e g morimnotige

r Terima Kun

Ta ‘mengatakan, setiapiper-
soalan yang ditangani BK harus
melalui mekanisme dan pro-
sedur yang telah ditetapkan.
Dengan demikidn, keputusan
.yang diambil tidak:didasarkan
pada képentihigan ‘tertentu,
tetapi berpedoman patla aturan
Yang berfaku. , .

"Secara, keseluruhdn, kita
terts herkorhitmen mjénjaga -
marwah DPRD 'S‘umba%r. Setiap
persoalan yang masuk akan kita,
lihat berdasarkan aturan dan
prosedur yang ada,” ujarnya.

Sementara itu, kunjungan BK,
DPRD Riau yang dipimpiry Sam-,
sudin tersebut menjadi momen-
tum bagi kedua lembaga untuk,
saling: membandingkan. pene- -
rapan tata beracara, sekaligus
berbagi pengalaman dalam
menjalankan fungsi Badan
Kehormlatan. '

"Studi banding tersebut diha-;
rapkan”dapat ‘megmperkuat’
pelaXsdhaan tugas'BK, khustis-
nya ‘dalam menjaga diiplin,!
eétikd, integritas, serta kehor-'
matap anggota ‘dan lembaga!
DPRD. ' ~. =

Melalui peftukaran pengala-:
riaiiitu, penerapan tata tertib,
kode-etik, dan tata- berdcara-
diharapkan tidak haniya menja-:
di pérangkat admiinistratif,”

P g rrer Terwes v

a

. tetapi juga menjadi instrumen,

dalam menjaga maryah dan
«kepercayaan publik terhadap;
lembaga legislatif.(*).

podd s mear s
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PADANG HALUAN — Pimpinan dan
"“anggota" Badan Kehormatan (BK) DPRD

| Provipsi Riay -melakukan kurijungan kKerja k&
i DPRD Provinsi Sumatera. Barat (Stmbar),
' Selasa [”15/9J Kun;ungan tersebut untuk.
melgkukan observasi dan stydi banding
terkalt penerapan tata tertib, kode etik,
serta tatd beracard Badan Kehormatan

xr -

i Jﬂn«w " ,,,.,«“ i S, e

el

b iR

i
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BPRD. .
Rombongan BK DPRD ‘bankan yang prosesnya telah'
* Riau dipimpin Ketua BK DP-  bersinggungan dengan ranah
RD 'Riau Samsudin dan disam- hukum pidana.
but Ketua BK DPRD Sumbar Menurutnya, ketika sebuah
Baked Bakar. Pettemuap terse-  persoalan telah masuk ke ranah
but mcn;adl ajang bertukar pidana, penangahannya men-
péngaiaman engenai pelak-  jadi kewenangan aparat pene-
anaan tugas dan kewenangan gak’hukum. Namun, BK tetap
‘BK, térutamna dalan my . menjaldfikan prose$ sesuai
érsoalan pedlaku, kedist hnan : kewenaﬁgan dan prosedur
Ic;am etika Enggota DP dimilikinya i yang
" Kerua BRDPRD Sumbar  “Kalan sudah niasuk randh

pidana,:tentutidak bisa terlalu

jauh kit tangani. Tetapi secaga ¢

prosedural tetap kita proses

52y gesuai kewenangan BK, tetmna-
REIEE .Y parpnya mey suk ketika ada permintaan

ﬁ‘f:mgi*m‘ putfoalan pinjaty- keterangan dari peng;gak hu-
meminamn dfmganﬂ‘pmgk per- kum,”njarB

Bakri Bakar mengatakan, séjake
awal tahun pihaknya - te{ah
memproses sejumiah persoalan

% cdcmmnlden_gananggota

ANGGDTA BICDPRD Sumbar, Irsyad Syafar

e
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Ia menjelaskan, DPRD
Sumbar telah memiliki’
perangkat aturan yang menjadi
dasar bagi BK dalam
menjalankan tugas, mulaj dari
tata tertib, kode etik hingga tata|
beracara. Ketiga perangkat
tersebut menjadi rujukan dalam”
settap proses penanganan per-
soalan yang masuk ke BK.

“Jadi, penyelesaian setia
.petsoalan tetap merujuk pada -
aturan yang ada. Kita tidak bigd
bertingak di luar kewenangan,”

" katanya.

Bakri menegaskan, BK
memiliki batas kewenangan
yang harus dijaga dalam -me-
nangani setiap persoalan. BK |
dapat memproses aspek yafg '
nbc;rkmtaqdengantatat i dan |

C lde etik anggota DPRD, i
; tetapi tldai( mengambil alih
ke\yénangan lembaga lain,
terutamia apabila persoalan telah

miasuk dalant proses hukum
pidana.

Dalam pertemuan ter$ebut, -
‘pembahasan juga mencakup
"persoalan anggota DPRD
yang sedang berhadapan de-r‘
ngan proses hukum, termasuk’

"kedu kan ‘dan hak-hak ang-
gota DPRD dalam kondisis
tersebut. Selain itu, turut diba-

Jas batas kewenangan BK:
dalam menyikapi persoa_lan
yang berkaitan dengan
meriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK). i
Anggota BK DPRD Surh-
bar, Irsyad Syafar, mengatakan
persoalan anggota DPRD ,
yang berhadapan dengan hu-
kum perlu dilihat secara pro-
orsional berdasarkan kewe-
nangan masing-masing lém-
baga.
“Ketika persoalan sudah §
berada di Juar tupoksi Badan
‘Kehormatan, tentu kita tjdak
bisa masuk terlaf jauh. Kita
harus melihat dasdr dan kewe- |
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PIMPINAN, dan
DPRD Sl?{rh%ar
nangan yang ada,” katanya.
Menurut-Irsydd; BK juga
telah melakukan sejumnlah rapat
terkait kedisiplinan anggota
DPRD, termasuk menyangkut
kehadiran dalam rapat résmi
lembaga seperti rapat pari-

' purna. Persoalan absensi men-

jadi salah satu aspek yang
mendapat perhatian karena
berkaitan dengan kewajiban
anggota DPRD dalam’ menj-
tugas kelembagaan.

Ia mengatakan, setiap per-
soalan yang ditangani BK harus
melalui mekanisme dan pro-
sedur yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, keputusan
yang diambil. berpedoman

+ pada aturan yang berlaku.

“Secara keseluruhan, kita
terus berkomitmen menjaga
marwah DPRD Sumbar. Seti-
ap petsoalan yang masuk akan
'’kita lihat berdasatkan aturan
dan prosedur yang ada,” ujat-
nya. '

Sementara itu, kunjungan

i - b

anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Riau'melakukan kunjurigan kerja ke

BK DPRD Riau yang dipim-
pin Samsudin menjadi mo-
mentum bagi kedua lembaga
untuk saling membandingkan
penerapan tata beracara seka-*
ligus berbagi penélalamari da-
lam menjalankan fungsi Badan
Kehormiatan,

. Studi banding tersebut
diharipkan dapat memperkuat
pelaksanaan tugas BK, khu-
susnya dalam menjaga disiplin,

&

etika, integtitas, serta kehor-
matan anggota dan lembaga’
DPRD. .
Melalui pertukaran penga-
laman tersebut, penerapan tata
tertib, kode etik, dan tata
beracara diharapkan tidak hanya
menjadi pemn,giat administratif,
tetapi juga menjadi instrumen
dalam menjaga matwah dan’
kepercayaan publik! terhadap’
lerribaga legislatif. (¥)

BK:DPRD’ Sumbar-$aat menerinta Kuhjunigan DPRD daerah laip

saat berkunjung ke DPRD Sumbar
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‘i ' Merekam Wajah Padang
Lewat Lensa PPF 2026 ’

PADANG Sebuah foto kerap kali menyimpan ribuan cerita !
y yahg ~melampau1 batas waktu. Wajah dinamike masyarakat,
) perubahan sudut kota, denyut budaya, hingga rutinitas sehari- |
i hari merupakan bagian darirekam visual yang kelak men_]adl
catatan sejarah. > i
‘e Semangat merawat memori kolektlf inilah yang dlusung
5 dalam Padang Photo Festival (PPF) 2026.yang sukses digelar
untuk tahun kedua. ;
Berlangsung meriah sejak 6 Agustus hingga 13, September ﬂ
- 2026, PPF 2026 menjadi salah satu agenda utama dalam
memeriahkan rangkaign Hari Jadi Kota Padang ke-357. ol
Beragam kegiatan edukatif dan kreatif dihadirkan, mulai h
dari Lomba Foto On The Spot, 1okakarya,"L1ku Liku Padang", §
pameran foto cerita (photo essay),-hingga tglk§how

-

kebudayaan. s,
Keberlangsungan ruang kreatlf ini mendapat dukunga.n
penuh melalui alpkas; dana Pokok Pikiran (Pokir) Wakil Ketua -
- DPRD Provinsi Sumatera Barat, Nanda Satria, S. IP. .
Dukungan tersebut ‘menjadi dorongan nyata dalamﬁi
membuka ruang ekspresi bagi para fotografer lokal sekaligus §
Amenggalakkan dokumenta51 visual per_]alanan Kota Padang. 1

ue)u/(ue&uaml
- LANVANZW|

o

Ae}}e;sauopm nbe|

T v wware o ove v

ta . ¢ ]

Melacak Jejak Padang - I

Ajang Lomba Foto On The- Spot berhasil menyedoti
antusiasme tinggi-dengan hadirnya ratusan karya visnal yang '
memotret sudut-sudut unik Kota Padang. Dari hasil kurasxi
, ketat, terpilih lima peraih penghargaan terbaik.

Mereka Shabrina Mazaya, (juara 1), Rahmat Yusri (]uanasz)
Maizal Chaniago (juara 3), Adji Nugraha Tri Giantsa (harapan;
1) dan Deni Dahniel (harapan 2).

Daya tarik pameran makm terasa kuat melalui kategorL
pameran foto cerita. Salah satu yang mencuri perhatian adalah’i , o
karya Piah Angginauli Sitompul bertajuk "Angkot: Simpulyangj eSS SRR -
Bertahan". ‘ .

-Karya ini se¢ara mendalam merekam keberadaan angkutan’y

+ kota_(angkot) bukan sekadar moda transportasi harian,
melalnkan narasi mobilitas, perjuangan hidup, serta identitas
; sosial masyarakat Padang yang terus bertahan di tengah
_Jjaman.
E Puncak kemeriahan PPF 2026 diperkaya dengan talkshow" f
i .bertajuk:"Padang; Dulu, Kini dan Nanti" yang digelar di Taman i
, Bermain, Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, ,
v 4 Sabtu (12/9). )
} Dipandu oleh Uyung. Hamdam sebagai moderator, dlskusd
lintas generasi ini menghadirkan tiga nardsumber utama, Y
Nanda Satria, S.IP (Wakil Ketua DPRD Sumbar, Bayu Haryanto
S.T., M.Si. (Founder Padang Heritage, Dr. Tuti Alawiyah, S.E.,
S.Pd.1., M.A. (Kepala UPTD Museum Adityawarman)

Dlsku51 hangat tersebut mengupas tuntas transformasi Kéta 15 >
Padang dari rekam jejak sejarah masa lalu, dinamika kondisi
hati ini, hingga tantangan penataan‘kota di masa depan. Y

Melalui PPF-2026, fotografi berhasil dxtempatkan lebilrdari ‘i
sekadar estetika visual-—ia menjadi instrumen ‘kritis untuk
‘membaca dan'merekam jejak peradaban. i

Apa yang tertangkap oleh kamera hari ini dipastikan % % &
men_]adl warisan cerita berharga bagi geherasi mendatang? :
untuk.-memahami bagaimana Padang pernah tumbuh dan},
berkembang. (107) :
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‘Ketua DPRD Sumbar Muhidi Bahas Ketertibag

e T e I U

ot el B
o !

o

)

' " PADANG, METRO -
Ketua DPRD Provinsi
Sumatera Barat (Sumbar)
Mubhidi membahds -pengu-
ratah ketertiban dan ke-
amanan dalam pényamn-
paian aspirasi masyarakat
saat bersilaturahmi ‘dengan
Direktur Intelkam Polda
“Sumbar Kombes Pol Riki
Kurniawan,Kamis (17/9).
Pertemuan tersebut
menjadi bagian dari upaya
memperkuat'sinergi antara
: I_)PR)B Sumbar dan kepoli-
sian; terutama dalam men-
¢ Laga sifuasi tetap aman dan
- ondusif di tengah dinami-
ka penyampaian aspirasi
masyarakat.

Muhidi mengatakan,
DPRD Sumbar pada prin-
sipnya terbuka menerima
masyarakat maupun maha-
siswa dari berbagai kelom-
pok yang ingin menyam-

. paikan aspirasi. Penyam-
paian pendap4t di muka
umum merupakan bagian
dari dinamika kehidupan
demokrasi yang perlu difa-
silitasi secara Ealk

A MR s N -

%

[ POSMETRO PADANG.

- Aksi Massa de

AT, Rl s AN S it OB e PRAR

o 2 s — -

DIALOG—Ketua DPRD Sumb
melakikan dialog.

2 '

a0 v

- JUMAT, 18 SEPTEMBER. 2026

PY S P

el SIPCT L TP

o Tr dve SO w———

T Namun, menurut;r‘yg:
kegiatan penyampaian ‘as- ;

pirasi juga perlu berlang-
sung dengan tertib sehing-
ga tidak mengganggu kea+

manart, aktiyitas masya-’

rakat, maupun jalannyatu-
gas kele[am agaan, DPRD.

“Kita selalu terbuka dan
menerima masyarakat ma-
upun mahasiswa dari kalan-
gan mana pun. Hanya saja,
terkadang ada keterbatasan
waktu untuk memenuhi ke-
inginan bertému langsung
dengan ‘seluruh masyarakat
atau mahasiswa yang da-
tan%,” ujar Muhidi, n

a

juga menyinggung.

adanya kekhawatiran me-
ngenai dugaan inassa
yang digerakkan atau di-
titipkan untuk menyampai-
kan aspirasi tertentu. u:
hidi menegaskan, pihaknyd
tidak ingin memberikan
tuduhan tanpa dasar yang
jelas. - .

“Kita tidak bisa menga-
takan atau menuduh mas-
sa tersebut adalah massa

o

titipan, Tetapi tentu bisa di-

oy
i

-

ar Muhidi bersama jajaran Direktorat

% Gacking

an "I’ntélkar'nml’gl@a&

o omsIa a anPeare

lihat dari cara dan 'i)gfa
mereka menyampaikan

‘orasi,” katanya.
L

Karena itu, Muhidi mem-
inta koordinasi antara DPRD .
Sumbar dan Polda Sumbar
terus diperkuat, teratama
terkait ‘informasi mengenai

rencana -aksi %uk rasa di

lingkungan DPRD.

_Mengurutnya, koordina-
si diperlukan agar setiap
kegiatan pehyampaian as-
pirasi dapat dipersiapkan
dengan baik dan berjalan
sesuai ketentuan, tanpa
mengurangi’ ruang ma-
syarakat  untuk mehyam-
.paikan pendapat. .,

“Yang penting bagaim-
ana setiap aksi bisa -ber-
jalan’aman, tertib dan kon-
dusif. Aspirasi masyarakat
tetap kita terima dan kita
hormati,” ujarnya.

Dalam pertemuan ter-

.sebut, Direktur Intelkam

Polda Sumbar Riki Kur-
niawan bersanta jajaran
juga membahas dinamika

eamanan dan ketertiban
masyarakat, khususnya

[

- Saktiko beserta jajaran. ;

ist
intelkam Polda Suribar usai ]

4

HEE man VA SR at oo e

3

yang berkaitan den an,

situasi politik dan aktivitas
enyampaian aspitrasi di
umbar.

Muhidi mengatakan,
sinergi dengan kepolisitn §
diperlukan untuk menjaga:
.komunikasi dan mencegali
munculnya  persoalan
Kang dapat mengganggu-

etertiban dis lingkungan
DPRD maupun masyarakat
secara umum. .

Pertemuan berlang-
sung di ruang kerja- Ketua,
DPl%D Sumbar, Jalan Khat-
ib Sulaiman, Padang. Turut
hadir. Kabag Persidangan,
dan Perundang-undangan :
Sekretariat DPRD Sumbar
Dahrul Idris, Ps Kasubdit 1 |
‘Ditintelkam Polda Sumbar *
Kompol Liya Desmon, Ps#
Kanit 3 Subdit 1 AKP Rizki}

vam—— -

~ Di akhir pertemuan,?
Muhidi menyerahkan cen-{
deramata kepada Direktur}
Intelkam Polda Sumbar.*
Kegiatan berlangs 3 da-}
laff suasand amhri® dant
kondusif. (rg). —
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PADANG, HALUAN - I kemampuan beketja secara

Sekretariat DPRD Provinsi jadi momentum untuk menya-
Sumatera Barat, apel menjadi ~ Makan ritme kerja seluruh
momentum untuk mengen-  jajaran. Tidak boleh ada peker-
cangkan kembali barisan, Jﬁﬂﬂﬁgﬁbﬁﬁﬁlﬂﬂ.mﬁk@#-
foar disindi i dinasi, Tidak boleh pula pela-
W&mmm gﬂﬂ-m T3 K b
emastikan selumh \tur B i e i o 1
siap menghadapi tuntutan ukungqnhm .

Pag' ’R: .u. -s’ l : -tD
Provinsi tera Barat yang

yang semakin nyata. Setiap  ; s by g diter-
s gl ot oo e v
- ‘tugas masing-ma-sing dan T
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Teluk x&.&a ‘Kota _uaea,

DORONG mxozo_s_ PESISIR

_vbu_hzo SINGGALANG

n_aoaun _so.u__.__ penguatan

_ E%%. Salah -

ﬂ&: EF e e Ve
_nmn:u Qﬁ@nvnaibmm Suma-

- _ .- LI Fﬁ—.u .,ch:.n—

hadir langsung untuk menye-
rahkan vwﬁ:ﬁ. tersebut. Pro-
gram ini bertujuan memper-

._ ningkatan ekonomi &
masyarakat pesisir terus ’

o d..e AL
kuat Eén%_ﬁﬁm pembu-
&@w wmugﬁa atkan
jahteraan E syarakat
3 bergan pada sektor
lAutan dan perikanan.
wmuﬁmuwmﬁg rea-

lisasi alokasi Pokok-Pokok
Pikiran ﬁwawﬁ Muhidi yang
&m_nwwg melalui Dinas

- Kelautan @%@%ﬂﬂu (DKP)
zw_.oﬁnﬁ Sumbar. .
_menyatakan, w.EE-

ey n% ‘terhadap pembudidaya

arus dilakukan secara berke-
FF_Emn untuk menyiasati
tingginya biaya operasional.
mmnﬁzwu pakan &gmbuwwz
“mampu meringankan beban
biaya produksi, sedangkan
benih kgrapt- menjadi modal

r

Ketua DPRD Sumbar Salurkan
Benih dan _um_a_:

" penting E::.w mwmc,.. _n.ww.
_ hasil panen. M- g

la berharap m:EEnnaE
tidak hanya berdampak dalam
Jjangka pendek, tetapi mampu
Snana_ motor penggerak eko-
nomi pesisir yang berkelan-

._Emimim_.. peningkatan penda-.

patan warga.
. Lebih lanjut, Muhidi meng-
ingatkan kelompok pembudi-
daya agar mengelola bantuan
secara optimal, transparan,
dan mmn,ﬁmu.mm:hm jawab. Ke-
kompakan antaranggota men-
jadi kunci agar pemanfaatan
bantuan berjalan efektif.
"Kelola bantuan ini dengan

baik, transparan, dan penuh

kekompakan. &:n#r.ﬂ:mwgﬁ
A

r

Ikan Kerapu

. HE&. daya ikan kerapu ?r.m
“menghasilkan panen yang

bar berkomitmen untuk terus

o : i

4 .... W B
melimpah dan berdampak
nyata pada ekonomi masya-

rakat," ujar Muhidi.
la menegaskan, DPRD Sum-

mengawal aspirasi nelayan dan
ﬁmsgn.%.wn. Dukungan E—aa !
sektor ini dinilai vital demi mem -
perkuat ekonomi wilayah pesi ‘-
sir sekaligus miendorong keman |,
dirian pangan bahari di Sumbar.
Sinergi antara DPRD, peme- |
rintah daerah, DKP, dan masya-
rakat diharapkan dapat me-
mastikan budi.daya Ewa ke
rapu di Teluk Buo .
kembang sebagai si
tumbuhan ekonomi vE.: *)
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Ketua DPRD Sumbar Bahas
Ketertiban Aksi Massa den
gan Intelkam Polda Sumbar

! keinginan bertemu langsung de
ngan seluruh kelompok yang ha-

ETUA DPRD Provinsi
Sumatera Barat Muhi-
i membahas pengua
tan ketertiban dan keamanan
dalam penyampaian aspirasi
masyarakat saat menerima kun
jungan silaturahmi Direktur In-
telkam Polda Sumbar Kombes
Pol Riki Kurniawan di ruang
kerjanya, Jalan Khatib Sulaiman,
Padang, Kamis lalu (17/9).

Pertemuan ini difokuskan
pada penguatan sinergi antara
lembaga legislatif daerah dan ke-
polisian guna menjaga situasi
kamtibmas tetap kondusif di ten-
gah tingginya dinamika penyam-
paian pendapat di muka umum.

Muhidi menegaskan bahwa
DPRD Sumbar selalu terbuka me
nerima masyarakat maupun ke-
lompok mahasiswa yang datang
membawa aspirasi. Menurutnya,
unjuk rasa merupakan bagian
"legitimate’ dari dinamika demok
rasi yang perlu difasilitasi den-
gan baik.

"Kita selalu terbuka dan me
nerima masyarakat maupun ma-
hasiswa dari kalangan mana pun.
Hanya saja, terkadang ada keter-
batasan waktu untuk memenuhi

HALAMAN

dir," ujar Muhidi.

la menyebut bahwa pola
dan karakter penyampaian orasi
di lapangan dapat menjadi indi-
kator yang bisa dicermati bersa
ma. Oleh sebab itu, ia meminta
koordinasi dan deteksi dini anta
ra Sekretariat DPRD Sumbar dan
Ditintelkam Polda Sumbar terus
diperkuat menjelang setiap ren-
cana aksi unjuk rasa.

"Yang penting bagaimana
setiap aksi bisa berjalan aman,
tertib, dan kondusif. Aspirasi ma
syarakat tetap kita terima dan ki
ta hormati secara proporsional,”
tambahnya.

Sementara itu, Direktur In-
telkam Polda Sumbar Kombes
Pol Riki Kurniawan bersama jaja
ran menyambut baik penguatan
pola komunikasi ini untuk men-
gantisipasi potensi gangguan
ketertiban masyarakat serta di-
namika politik daerah.

Pertemuan tersebut turut di
hadiri Kabag Persidangan dan Pe
rundang-undangan Sekretariat
DPRD Sumbar Dahrul Idris, Ps Ka
subdit 1 Ditintelkam Kompol Li-
ya Desmon, serta Ps Kanit 3 Sub-
dit 1 AKP Rizki Saktiko. Silaturah
mi diakhiri dengan penyerahan
cenderamata dari Ketua DPRD
Sumbar kepada Direktur In-
telkam. *
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cenderamata kepada Direktur In- KETUA DPRD Sumbar Muhidi berdiskusi dengan Direk
tur Intelkam Polda Sumbar Kombes Pol Riki Kurniawan.

i

Py W -

KETUA DPRD Sumbar Muhidi menyerahkan

telkam Polda Sumbar Kombes Pol Riki Kurniawan.

KETUA DPRD Sumbar Muhidi dan Dirintelkam Polda Sumbar
KETUA DPRD Sumbar Muhidi berdiskusi dengan Direktur Intel- Kombes Pol Riki Kurniawan berbincang mengenai penguatan ko-

kam Polda Sumbar Kombes Pol Riki Kurniawan beserta jajaran.  munikasi dan pengamanan aksi penyampaian aspirasi masyarakat.
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Dengarkan Curhat Guru, Muhidi Minta Pengawasan MBG oim%maw

PADANG, KP -
Program Makan
Bergizi Gratis
(MBG) dinilai
membutuhkan at-
uran ketat dan
pengawasan
berlapis di lapan-
gan, terutama
dalam menjamin
standar higienitas
serta kelayakan
santapan yang di-
terima para siswa.

Desakan tersebut mengemuka saat seorang
tenaga pendidik menyampaikan aspirasinya se-
cara langsung kepada Ketua DPRD Provinsi Su-

(_MUHIDI )W

matera Barat, Muhidj, di sela-sela Pelatihan Kon-
vensi Hak Anak dalam rangka Mewujudkan Seko-
lah Ramah Anak di Padang, baru-baru ini.

Dalam sesi dialog tersebut, guru tersebut
menyoroti beberapa kasus dugaan keracunan
makanan pascakonsumsi MBG yang terjadi di
wilayah Sumbar dan memicu keresahan publik.

"Harus ada aturan mengikat dan pengawa-
san yang kuat dari penyedia hingga sekolah agar
makanan yang diberikan kepada anak-anak be-

nar-benar aman. Saya pernah merasakan keracu-

nan dan itu sangat menyakitkan, bahkan taruhan-
nya nyawa jika lambat ditangani. Harus ada jam-
inan kelayakan konsumsi," kata guru tersebut di
hadapan Ketua DPRD Sumbar.

Menanggapi keluhan tersebut, Ketua DPRD
Sumbar Muhidi menegaskan bahwa MBG meru-

k.
o

" makanan yang bergizi dan aman dikonsumsi,"
ujar Muhidi.

&
o
Y

pakan program nasional yang sangat strategis
untuk pemenuhan gizi generasi muda. Kendati
demikian, katanya, evaluasi berkala secara me-
nyeluruh mutlak dilakukan demi menyempur-
nakan tata kelola serta mengantisipasi celah §
kelalaian di lapangan.

"MBG ini program nasional, tetapi dalam
penerapannya memang membutuhkan evaluasi- §
evaluasi berkala agar anak-anak mendapatkan

la mengingatkan agar seluruh rantai pelak-
sana program, mulai dari SPPG, pihak sekolah, §
hingga tim pengawas disiplin mengawal keten- &
tuan juknis. Jangan sampai niat mulia pemenu-
han gizi justru menimbulkan persoalan keseha-
tan anak akibat lemahnya kontrol kebersihan
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Perkuat

inergi,

etua

ar dan Direk

tur Intelkam Bahas Kam

" Ketua DPRD Provinsi

Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi
membahas penguatan ketertiban

dan keamanan dalam
penyampaian aspirasi

masyarakat saat bersilaturahmi

~dengan Direktur Intelkam Polda
Sumbar Kombes Pol Riki
- Kurniawan, baru-baru ipi.

. Pertemuan tersebut menjadi
bagian.dari upaya memperkuat

. sinergi antara DPRD Sumbar dan
kepolisian, terutama dalam men-
jaga situasi tetap aman dan

kondusif di tengah dinamika:

penyampaian aspirasi- masya-
rakat. _

Muhidi mengatakan, DPRD
Sumbar pada prinsipnya terbuka

menerima masyarakat maupun

mahasiswa dari berhagai kelom-
pok yang ingin menyampaikan
aspirasi. Penyampaian pendapat
di muka umum merupakan ba-
gian dari dinamika kehidupan

demokrasi yang perlu difasilitasi -

secara baik, ¥
Namun, menurutnya, kegia-

bagaan DPRD.

nerima masyarakat maupun

- tan penyampaian aspirasi juga
. Perlu berlangsung dengan tertib |
sehingga tidak mengganggu *
keamanan, aktivitas masyarakat,
maupun jalannya tugas kelem- #
“Kita selalu terbuka dan me- -

el T

keterbatasan waktu untuk me-
menuhi keinginan bertemu lang-

. sung dengan seluruh masyarakat
atau mahasiswa yang datang,"
ujar Muhidi. e

la juga menyinggung adanya
kekhawatiran mengenai dugaan
massa yang digerakkan atau
dititipkan untuk menyampaikan
aspirasi fertentu. Muhidi mene-
gaskan, pihaknya tidak ingin
memberikan tuduhan tanpa
dasar yang jelas.

"Kita tidak bisa mengatakan.
atau menuduh massa tersebut
adalah massa titipan. Tetapi
tentu bisa dilihat dari cara dan .
.pola mereka menyampaikan
orasi," katanya. :

Karena itu, Muhidi -eminta
koordinasi antars UPRD Sumbar
dan Polda Sumbar terus diper
kuat, terutama. terkait informasi
mengenai rencana aksi unjuk
rasa di lingkungan DPRD.

Menurutnya, koerdinasi di-

perlukan agar setiap kegiatan
pPenyampaian aspirasi dapat
dipersiapkan dengan baik dan
berjalan sesuai ketentuan, tanpa
mengurangi ruang masyarakat
| untnu_k menyampaikan pendapat. -
. Yang penting bagaimana |
setiap aksi bisa berjalan aman,

kita hormati;"
Dalam
Direktur In

rlemuan tersebut,
am Polda Sumbar *

AR . R D

Riki Kurniawan bersama jajaran

‘juga membahas dinamika ke-
‘amanan dan ketertiban masya-

rakat, khususnya yang berkaitan -
dengan situasi politik dan akti
vitas penyampaian aspirasi di
Sumbar.

Muhidi mengatakan, sinergi

: dengan kepolisian diperlukan

untuk menjaga komunikasi dan
mencegah munculnya persoalan
yang dapat mengganggu keter-
tiban di an DPRD mau-
pun masyé ‘secara umum.

Pertemuan berlangsung di

- ruang kerja Ketua DPRD Sumbar,

Jalan Khatib Sulaiman, Padang.
Turut hadir Kabag Persidangan
dan Perundang-undangan Sekre-
tariat DPRD Sumbar Dahrul
Idris, Ps Kasubdit 1 Ditintelkam
Polda Sumbar Kompol Liya Des-
mon, Ps Kanit 3 Subdit 1 AKP
Rizki Saktiko beserta jajaran.

Di akhir pertemuan, Muhidi
menyerahkan cenderamata ke-
pada Direktur Intelkam Polda

~ Sumbar. Kegiatan berlangsung

dalam suasana aman dan kon-
QustEL) =TT g

, tertib dan kondusif. Aspirasi .
' Masyarakat tetap kita terima dan

A e R
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=k Pasca-Galodo Solok, .

Nanda Satria Minta
Warga Jauhi Zona Rawan

PADANG, KP
- Bencana galodo
menerjang kawa-
.. san Kompleks
Kantor Bupati
Solok di Arosuka,
Kabupaten Solok,
Senin (21/9) ma
lam. Material ba-
tu, lumpur, dan ta
nah yang terba-

i “ZN wa arus deras me
NANDA SATRIA ngEsnanglares
perkantoran hing
ga meluber menutup badan Jalan Raya Solok-
Padang.
Merespons musibah tersebut, Wakil Ketua
» i o DPRD Sumbar, Nanda Satria, meminta masyara
kat di sekitar lokasi terdampak untuk mening
katkan kewaspadaan dan menjaunhi titik-titik
rawan pergerakan material.
la mengimbau warga tidak panik, namun
tetap siaga terhadap potensi galodo atau banjir
- susulan. Pihaknya mendorong tim gabungan da
- ri BPBD, Basarnas, TNI, Polri, dan relawan untuk
bergerak cepat melakukan penyisiran serta eva
kuasi warga yang membutuhkan pertolongan.

“Keselamatan masyarakat adalah yang pa
ling utama saat ini. Tim gabungan harus berge
rak cepat menyisir area terdampak untuk me-
mastikan tidak ada warga yang terjebak. Warga
kami imbau tetap siaga dan mengikuti arahan
petugas di lapangan,” ujar Nanda Satria.

Ia juga meminta masyarakat yang kehilan-
gan kontak atau mengetahui keberadaan ang-
gota keluarga yang terjebak untuk segera me-
lapor ke posko BPBI?fKabupaten Solok guna
mempercepat respons pencarian.

Hingga saat ini, tim gabungan masih be-
rada di lokasi untuk melakukan pembersihan
material longsoran di jalan raya serta mendata
dampak kerusakan dan kemungkinan adanya ...
korban jiwa. (fai) i
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t untuk mel_akukan eva-:
terhadap warga yang

mas:h ter;ebak dan me-

o mashkm ‘mereka mér)da-ﬂ

kami mengxmhau agar
tetap berhah-hatl dan sia-

_Klemdm. ngu

Kab Solok jika masih
-ada warga terjebak. (*)

lapor i:e
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&

JAGA KETEF[T IBAN AKSI MASSA

erkuat
sinergi antara DPRD umbar

g:‘ ke_pqhmm teruramadal;z
jaga situasi aman
kond:ﬁf di 1 dinamika

pa.tan aspxr@sz masya~

ugm mcnyam

aspltasl
pendapat di muka un‘mm :

-maupun ialaxm?n tugas kelem-
iiKlta selalu terbuka dan

mana
un, Hanya saja, terkadang ada

 keterbatasan’ waktu untuk
memmuhkemgn:unbermmu

langsung dengan seluruh ma-,
syatakat atau mahasiswa yang

~da ujar Muhidi.
m& - menyinggung ada-

wanrarlme na.l

nya

. dugaan massa
. ataudmupkmm
paikan as

ingin mcmbcnkm

plhakn}'a tidak
uhm i :

vinsi Su

' syaraka

Pol Riki Kurniawan, Kanfis (17/9).
KmuumMﬂud:mmm mmm
,Iwotdmas:aanPRD&un m ~
m?edmat, terutama terkait I:l‘bang lingclmnganDPRD

orm&sz mengenai rencana masyarakat secataurmum,
DP ]ukrasadxllngklmga.n gmemuanbcr di.
RD. ruang kcr;a Ketua DPRD
Mcnutumya koardmasl - S“mbm'-] Kh""'bs"h"m“r
k?xm Padang. Turut hadir Kab,
¢ penymnpagnn gsp;,rasx ?m: pemdaag;r dma,.ﬁpm
berja mmkewnman,tan Sumbar Dahrul Idris, Ps Ka-
: mﬁ;ﬂlﬂﬂgxmﬁngmasrmkar subdlt 1 Ditintelkam Polda
menyampaikan pen-  Sumbyr Komgol Liya Des-
mon, Ps Kani AKP
%eﬂ'ms bagaimana. Rghf’ . subg::mm
teru dgﬂ kond’ustf Aspu'as.l

masya

at temp kita terima

jajaran juga membah.as dina-
mika keamanan dan ketertiban
masym?akat, khususaya y
burkaltan pol}:gE

T1ET '¢ taks

Mabd e S
%g'm lmpohsmn dlperi

manan dalam

Direktur Intelk

PAI:IAI\IG I-IAI.UAN — Ketua DPRD Pro-
_, matera Barat (Sumbar) Muhidi

- .membahas penguatan ket:emban dan kea-
penyampaian aspirasi ma-
bersilaturahmi dengan’
am Polda Sumbar Kombes

t saat
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USULAN PERUBAHAN NAMA BIM
Mubhidi Minta

Dikaji Komprehensif
dan Lintas Daerah

PADANG, KP
=Usulan Pemerin
tah Kabupaten
Padang Pariaman
untuk mengubah
nama Bandara In-
ternasional Mi-
nangkabau (BIM)

_ menjadi Bandara
(%77 Internasional
Syekh Burhanud-
din mendapat
tanggapan dari
Ketua DPRD Sum
bar, Muhidi. la menegaskan bahwa setiap peru
bahan identitas pada pintu gerbang utama
daerah tersebut harus dikaji secara kompre-
hensif dengan mempertimbangkan aspirasi
masyarakat Sumatera Barat secara keselu-
ruhan.

Meskipun demikian, ia tetap menaruh rasa
hormat yang tinggi terhadap gagasan Pemkab
Padang Pariaman mengingat rekam jejak dan
ketokohan besar Syekh Burhanuddin dalam se-
jarah penyebaran Islam serta peradaban Mi-
nangkabau.

“Gagasan untuk mengabadikan nama
Syekh Burhanuddin merupakan usulan yang
patut kita hormati dan dengarkan," kata Muhidi,
Kamis (24/9).

Namun, ia mengingatkan bahwa BIM tidak
hanya milik satu wilayah administratif, melain-
kan simbol identitas, budaya, dan penggerak
ekonomi bagi seluruh kabupaten/kota di Su-
matera Barat.

“Bandara Internasional Minangkabau me-
rupakan gerbang Sumbar yang memiliki makna

dan kepentingan lebih luas daripada satu wila-
yah administratif. Karena itu, setiap rencanape-
rubahan nama perlu dibicarakan secara kom- '
prehensif dengan mempertimbangkan aspirasi

masyarakat Sumatera Barat secara keseluru-
han," tegasnya.
£ B SR

Menurutnya, ada sejumlah aspek krusial
yang dinilai wajib ditelaah secara mendalam se
belum melangkah ke proses regulasi, meliputi
kajian sejarah, budaya, adat, sosial, hingga tata
hukum dan administrasi negara. Selain itu, dam
pak potensial terhadap 'branding’ pariwisata
daerah, konektivitas jalur penerbangan inter-
nasional, investasi, serta pertumbuhan ekono-
mi juga harus diperhitungkan dengan matang.

Di luar polemik penamaan, Ketua DPRD
Sumbar mengimbau agar perhatian utama pe-
merintah daerah dan pemangku kepentingan
tidak teralih dari upaya peningkatan mutu fasil-
itas penerbangan.

“Perhatian kita jangan berhenti pada per-
soalan nama. BIM harus terus diperkuat, baik
melalui peningkatan konektivitas penerban-
gan, kualitas pelayanan, pengembangan pari-
wisata, maupun dukungan terhadap investasi
dan pertumbuhan ekonomi daerah," pungkas-
nya. (fai)
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2 SUMBAR  DIPERKUAT

PADANG, HALUAH- Perda Jasa Konstruksi yang
telah dlsahkan DPRD Provinsi Sumatera Barat

membuka ruan

lebih besar bagi kontraktor dan

tenaga kerja lokal untuk terlibat sekaligus mening
“katkan kapasitas dalam pembangunan daerah.

a ptxf texhadap nsy;lkr:)g ben-
DPRD Sumbar mcngesah

kan asa Konstruksi
menijadi P dalam Rapat
Pembahasan Akhir bersama
Pemerintah Provinsi Sumatera
Baratdi DPRD Sum—
bar, P baru-baruini. -

Perda tersebut 1t
kan Perda Nomor 4 %ahun
2015 yang disesuaikan dmgan

naldlbldanglasakonsm

Salah satu poin penting

Badan Usaha Jasa Konstmk&x
_ U!K) lo Penj%edia jasa

_Wm

: formal Ker]a sama harus

dmh

Perﬂ’a membenkau

it transfer teknologi ‘Eﬁ '._y?_
#{ manajemen proyek, dan pe-
tas s

'pemsahaani akomf bl

kembang dan
Pmydﬂdmzm 3

perhatian terhadap perlindu-
ngan hak keuangan pelaku
usaha lokal yang menjadi mitra
KSO maupun subpenyedh
Pengaturan -

lengurangi
te:ga.ngigunya arus kas akibat
Egnsoa an pembayaran dari
traktor utama,
'Fraksi NasDem melalui
uru Bicara Asril, menekankan
wa Petda_]asa Konstruksi
- harus menjadi instrumen untuk
memperbaiki kualitas pem-
bangunan m menoegah
NasDcm memmui
wasan K3, trans
pengadaan serta sertifikasi

a menjadi uan
tenaga kerja menj Perha

~ Asril j mcnyoroti
tingnya etm.l Engi eehng‘
Design (DED) chsetesalkan
secara matang sebelum
lchng?e:mcanmnymg%dum
tuntas dinilai dapat memicu
petuliahan pekerjaan atau
/ addendum ber-
potensx menyebab

]aﬁnmt:uum uk adaakhn'
P“uhun o P

: kamggpm melalui

juru

P'*Cfl

- setelah Perda di

sanksi adxmmstrauf serta pe
; Sistem Informasi
Jasa Konstruksi (SIJK) daerah

terintegrasi dengan sistem
%?fnmm ;asakonstmkslmsm

Fraksi Gerindra melalui Juru -
Bicara Khairudin Simanjuntak
melihat Perda ini sebagai mo
mentum memperkuat posisi
ﬁ:lraku_ﬁsa}ha konstruksi Sum

- KSO, menurut fraksi terse-
but, tidak boleh sekadar men-
jadi persyaratan administratif
atau formalitas, tetapi harus
mcn ilkan transfertekno-
an peningkatan kcmam
puﬁn perusahaan daerah.

mendorong
mm"%‘
aga kerja

PJS Kctcha-
keqaan b
onstruk,s; ilfa], pemberian -
. ruang terhadap penggunaan
- material lokal serta percepatan
pcnyui:man Peraturan Guber
nur se aturan pelaksana
Bt agal pe b
- Sementara itu, Fraksi Gol |
ks.tmelalm]um Bicara Zaksai.
Kasni, SE, MM menyoroti -
pennrgnyauhapmplemegmm :
er-
bagai proses studi tiru dan
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Golkar mmdorong Pem-
ovSumbarsegmmcn
aturan pclaksanm__ d

. daerah
tanpa mengabaikan prms:p

usaha
- %: Dcmo{:;gmelalm
u:hz Bicara Gino Irwan mene-
‘bahwa kebcrﬁ:.sﬁan
Perda harus ah&at ukur

“melalui pc!:ub nyata, di

mampu ml:mper uat
{;ehguasahammksi |

beian]a moda! Ang serta

s pe:nempan standar konstmks&

© Sumatera Ba.mt.

Sementara itu, ka;ell;lDI
Perjuangan dan PKB ui
]ue:}u Bicara Sri Kumala Dew:,
S Pd.I membeﬁkm

pmses

daan dm perhndtmgan
usaha.

" Fraksi terscbut Wﬂgﬂ
kan‘ag.tpeﬁgadaah kon
suukmudakhan bemnenuu

5,1. hﬁ uxbexpotcnsx
mmgorbankan kualms peker

SﬂmeJaDah;ugzmm

dorang adanya pengatutan
~memberikan l:epasuan

Dalam penyelesaian s
Keta kontrak, ﬁlm tersc%?;gt
mendorong mekanisme per
data, musyawarah, mediasi atau
nmekanisme penyelesaian seng
ketay tersedla dalam kon-

~trak ditempubh terlebih dahulu

PROVINSI SUMATERA BARAT
74 mnur G REDITA

ﬂpkﬂnmch
konst:ul::lka] ieb1hsdmt.

kescmpatan memngﬂitkan

kapmm,mqsga a menda

memperoleh mg.nfaat dan
pcmbang&n infrastruktur
yang bcﬂnmhms,amndan

&emﬂnan Pcrda
j.asa Konstmksl dxhargpkan

tidak berhenti sebagal Emduk
rcgu.lnsmetapl menjac
usaha dﬂ&tﬂh, ‘menin oK t:kan T

kuamas sumbet manusaa

:  sesuai ketentuan hukum yang
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Perda Jasa Konstruks
3uka Ruang Kontrak
tor Lokal N

~ Perda Jasa Konstruksi yang
, telah disahkan DPRD Provinsi

Sumatera Barat membuka ruang
lebih besar bagi kontraktor dan
tenaga kerja lokal untuk terlibat
sekaligus meningkatkan
kapasitas dalam pembangunan
daerah. :

Perda ini juga memperkuat
pengawasan mutu pekerjaan,
keselamatan kerja, perlin-.
dungan pelaku usaha, hingga
pembangunan infrastruktur
yang lebih adaptif terhada
risiko bencana. :

DPRD Sumbar mengesahkan
Ranperda Jasa Konstruksi
menjadi Perda dalam Rapat
Pembahasan Akhir bersama
Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat di Gedung DPRD Sumbar,
Padang, baru-baru ini.

Perda tersebut menggan-
tikan Perda Nomor 4 Tahun
2015 yang disesuaikan dengan
perkembangan regulasi nasio-
nal di bidang jasa konstruksi.

Salah satu poin penting
adalah penguatan keterlibatan
Badan Usaha Jasa Konstruksi
(BUJK) lokal. Penyedia jasa

berskala besar dari luar daerah ' 4, berulang dan berpotensi |,

yang mendapatkan pekerjaan '

di Sumbar didorong melakukan
% Kerja Sama Operasi (KSO) -
dengan pelaku usaha daerah E

§ serta memprioritaskan :S“bpﬂ“'-; Bicara Muhayatul mendorong
@ nyedia jasa lokal. e s el

Skema tersebut diharapkan

2§ tidak berhenti pada keterli- r
batan formal. Kerja sama harus i

‘memberikan ruang terjadinya |
transfer teknologi, pengala- '
many manajemen proyek, dan .

peningkatan kapasitas sehing-

¢ ga perusahaan jasa konstruksi
| daerah dapat berkembang dan
mengerjakan proyek dengan

skala yang semakin besar.

Perda ini juga ruembeﬁkan
perhatian terhadap ‘perlin-

dungan hak keuangan pelaku
usaha lokal yang menjadi mitra
KSO maupun subpenyedia.
Pengaturan mengenai per-
lindungap pembayaran diper-
lukan untuk mengurangi risiko
terganggunya arus kas dfibat
persoalan pembayaran dari
kontraktor utama.
FraksmasDem melalui Juru
Bicara Asril, menekankan bah-
wa Perda Jasa Konstruksi

- harus menjadi instrumen untuk

memperbaiki kualitas pemba-
ngunan sekaligus mencegah
persoalan kerusakan bangu-
nan. W {

NasDem meminta pengawa-
san K3, transparansi proses
pengadaan serta sertifikasi
tenaga kerja menjadi perhatian
dalam pelaksanaan Perda.

Asril juga- menyoroti pen-
tingnya Detail Engineering De-
sign (DED) diselesaikan secara
matang sebelum proses lelang.
Perencanaan yang belum tun-
tas dinilai dapat memicu peru-

- bahan pekerjaan afau adden-

menyebabkan pekerjaan me-

KORAN HARI/TANGGAL HALAMAN
SINGGALANG - Sac eptembiranis &
L _ (13 Rabiul Akhir 1448 H) 7

Fraksi Gerindra melalui
Juru Bicara Khairudin Siman-
Jjuntak melihat Perda ini seba-
gai momentum memperkuat
posisi pelaku usaha kenstruksi
Sumbar.

KSO, menurut fraksi ter-
sebut, tidak boleh sekadar
menjadi persyaratan adminis-
tratif atau formalitas, tetapi
harus menghasilkan transfer
teknologi dan peningkatan
kemampuan perusahaan dae-
rah. :
Gerindra juga mendorong

-perlindungan BPJS Ketena-

gakerjaan bagi tenaga kerja
konstruksi lokal, pemberian
ruang terhadap penggunaan
material lokal serta percepatan
penyusunan Peraturan Gubéer-
nur sebagai aturan pelaksana
Perda. ' '

Sementara itu, Fraksi Golkar
melalui Juru Bicara Zaksai
Kasni, SE, MM menyoroti pen-
tingnya tahap implementasi
setelah Perda ditetapkan. Ber-.
bagai proses studi tiru dan
konsultasi yang telah dilakukan
dengan kementerian serta
lembaga terkait harus diter-
jemahkan menjadi kebijakan

aik Kelas

158

numpuk pada akhir tahun%
anggaran. | J
Fraksi PAN melalui Juru "

yang dapat dijalankan.
Golkar mendorong Pemprov
Sumbar segera menyiapkan b
- aturan pelaksanaan, dukungan
anggaran Eelatihan_tenaga
| kerjaserta elembagaan yang
' mampu memperkuat pelaku
' usaha konstruksi daerah tanpa
- mengabaikan prinsip persaing
an usaha yang sehat. YT

il

e

afirmasi terhadap BUJK daerah
melalui pelaksanaan KSO dan
penggunaan material lokal.
PAN juga menekankan penting-
nya kejelasan pembagian ke-
wenangan dalam pemberian
sanksi administratif serta pe-
ngembangan Sistem Informasi
; Jasa Konstruksi (SIJK) daerah
yang terintegrasi dengan sis-
tem informasi jasa konstruksi
nasional. 5




|

Juru Bicara Gino Irwan mene-

kankan bahwa keberhasilan -

Perda harus dapat diukur me-

lalui perubahan nyata, di an- .

taranya peningkatan kapasitas
BUJK daerah. serta: semakin
baiknya kualitas hasil pemba-
ngunan. :
Demokrat juga menekankan
pengawasan preventif berbasis
risiko, transparansi pernggu-
naan belanja modal APBD serta
penerapan standar konstruksi
yang memperhitungkan karak-

_ teristik dan risiko bencana di

Sumatera Barat. =

Sementara itu, Fraksi PDI
Perjuangan dan PKB melalui
Juru Bicara Sri Kumala Dewi,
S.Pd.] memberikan perhatian
terhadap kualitas proses penga
daan dan perlindungan pelaku
usaha. g i o

Fraksi tersebut mengingat-
kan agar pengadaan jasa kon-
struksi tidak hanya berorien-
tasi pada harga penawaran
terendah apabila hal itu berpo-
tensi mengerbankan kualitas
pekerjaan,

Sri Kumala Dewi juga men-
dorong adanya pengaturan
yang memberikan kepastian
pembayaran bagi pengusaha
lokal yang terlibat sebagai
mitra KSO maupun subpenye-
dia.

Dalam penyelesaian seng-
keta kontrak, fraksi tersebut
mendorong mekanisme per-
data, musyawarah, mediasi
atau mekanisme penyelesaian
sengketa yang tersedia dalam
kontrak ditempuh terlebih
dahulu sesuai ketentuan hu-
kum yang berlaku. =~

Ketua DPRD Sumbar Muhidi
mengatakan pengesahan Perda
Jasa Konstruksi bukkan meru-

PROVINSI

kan menciptakan ekosistem

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERA
SUMATERA BARAT
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ir dari pembahasan,

L0

kan manfaat nyata.
Pemerintah Provinsi Suma-
tera Barat didorong segera
menyusun Peraturan Gubernur
sebagai aturan pelaksana agar
berbagai ketentuan dalam

Perda dapat diterapkarn secara .
jelas.

Keberadaan Perda diharap
jasa konstruksi yang lebih
sehat. Kontraktor lokal mem--
peroleh kesempatan mening-
katkan kapasitas, tenaga kerja |-
mendapatkan akses pening-
katan kompetensi, sementara
masyarakat memperoleh man-
faat dari pembangunan ‘infra-
struktur yang lebih berkualitas,
aman dan berkelanjutan.

Dengan demfkian, Perda
Jasa Konstruksi diharapkan
tidak berhenti sebagai produk

. regulasi, tetapi menjadi instru-

men untuk memperkuat pelaku
usaha daerah, meningkatkan
kualitas sumber daya manusia
dan memastikan pembangu-
nan infrastruktur yang meng-
‘gunakan anggaran publik mem
_berikan manfaat maksimal bagi

- masyarakat Sumatera Barat. (*).
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Perda Jasa Konstruksi Buka

Ruang Kontraktor Lokal Naik
Kelas, Infrastruktur Sumbar

KORAN PADANG SABTU, 26 SEPTEMBER 2026

Diperkuat

PRD Provinsi Sumatera Barat menge-
Dsahkan Ranperda Jasa Konstruksi

menjadi Perda dalam rapat pemba-
hasan akhir bersama Pemerintah Provinsi
Sumbar di Gedung DPRD Sumbar, Padang,
baru-baru ini. Perda ini menggantikan Perda
Nomor 4 Tahun 2015 dan menyesuaikan den-
gan regulasi nasional di bidang jasa konstruksi.

Salah satu poin utama dalam Perda ini ada-
lah kewajiban bagi penyedia jasa konstruksi skala
besar dari luar daerah yang mendapat pekerjaan
di Sumbar untuk melakukan Kerja Sama Operasi
(KSO) dengan pelaku usaha lokal. Mereka juga
harus memprioritaskan subpenyedia jasa lokal.

Skema KSO itu diharapkan tidak hanya men-
jadi keterlibatan formal. Kerja sama harus mem-
beri ruang terjadinya transfer teknologi, pengala-
man, manajemen proyek, dan peningkatan kapa-
sitas sehingga perusahaan jasa konstruksi daerah
dapat berkembang dan mengerjakan proyek yang
lebih besar.

Perda juga memberi perhatian pada perlin-
dungan hak keuangan pelaku usaha lokal yang
menjadi mitra KSO atau subpenyedia. Pengaturan
soal perlindungan pembayaran diperlukan untuk
mengurangi risiko terganggunya arus kas akibat
persoalan pembayaran dari kontraktor utama.

Fraksi NasDem melalui Juru Bicara Asril me-
nekankan Perda harus menjadi instrumen untuk
_ memperbaiki kualitas pembangunan sekaligus
- mencegah kerusakan bangunan. NasDem memin
| tapengawasan K3, transparansi pengadaan, dan
. sertifikasi tenaga kerja menjadi perhatian.

Asril juga menyoroti pentingnya Detail Engi-
neering Design diselesaikan matang sebelum le-
lang. Perencanaan yang belum tuntas dinilai bisa

numpuk di akhir tahun anggaran.

mendorong afirmasi terhadap BUJK daerah mela-
lui pelaksanaan KSO dan penggunaan material
| lokal. PAN juga menekankan kejelasan pemba-
gian kewenangan dalam pemberian sanksi admi-
nistratif serta pengembangan Sistem Informasi
Jasa Konstruksi daerah yang terintegrasi dengan

Sistem N3Si Nl e

Fraksi Gerindra melalui Juru Bicara Khairudin
Simanjuntak melihat Perda ini sebagai kesem-
patan memperkuat posisi pelaku usaha konstruk
si Sumbar. Menurut fraksi itu, KSO tidak boleh se
kadar menjadi persyaratan admini stratif atau for-
malitas, tetapi harus menghasilkan transfer tek-
nologi dan peningkatan kemampuan perusahaan
daerah.

Gerindra juga mendorong perlindungan
BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja konstruk

| si lokal, pemberian ruang penggunaan materia!

lokal, serta percepatan penyusunan Peraturan

| Gubernur sebagai aturan pelaksana.

Fraksi Golkar melalui Juru Bicara Zaksai Kas-
ni menyoroti pentingnya tahap implementasi se
telah Perda ditetapkan. Berbagai proses studi tiru
dan konsultasi dengan kementerian serta lemba-
ga terkait harus diterjemahkan menjadi kebijakan
yang bisa dijalankan.

Golkar mendorong Pemprov Sumbar segera
menyiapkan aturan pelaksanaan, dukungan ang-
garan pelatihan tenaga kerja, serta kelembagaan
yang mampu memperkuat pelaku usaha konstruk
si d-erah tanpa mengabaikan persaingan usaha
yang sehat.

Fraksi Demokrat melalui Juru Bicara Gino Ir-
wan menekankan keberhasilan Perda harus diu-
kur melalui perubahan nyata, seperti peningka-
tan kapasitas BUJK daerah dan kualitas hasil pem-
bangunan. Demokrat juga menekankan pen-

| gawasan preventif berbasis risiko, transparansi
. penggunaan belanja modal APBD, serta penera-

pan standar konstruksi yang memperhitungkan
risiko bencana di Sumatera Barat.

memicu addendum berulang dan pekerjaan me-

Fraksi PAN melalui Juru Bicara Muhayatul | iRy




Fraksi PDI Perjuangan dan PKB melalui Juru
Bicara Sri Kumala Dewi memberi perhatian pada
kualitas proses pengadaan dan perlindungan pe-
laku usaha. Fraksi itu mengingatkan agar penga-
daan jasa konstruksi tidak hanya berorientasi pa-
da harga penawaran terendah jika berpotensi
mengorbankan kualitas.

Sri Kumala Dewi juga mendorong pengatu-
ran yang memberi kepastian pembayaran bagi pe
ngusaha lokal yang terlibat sebagai mitra KSO
atau subpenyedia. Dalam penyelesaian sengketa
kontrak, fraksi itu mendorong mekanisme perda-
ta, musyawarah, mediasi, atau mekanisme yang
tersedia dalam kontrak ditempuh lebih dulu se-
suai ketentuan hukum.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi mengatakan,
pengesahan Perda bukan akhir dari pembahasan,
melainkan awal dari pelaksanaan kebijakan yang
harus memberi manfaat nyata. Pemerintah Provin
si Sumatera Barat didorong segera menyusun Pe
raturan Gubernur sebagai aturan pelaksana agar
berbagai ketentuan dalam Perda dapat diterap-
kan secara jelas.

Keberadaan Perda diharapkan menciptakan
ekosistem jasa konstruksi yang lebih sehat. Kon-
traktor lokal memperoleh kesempatan meningkat
kan kapasitas, tenaga kerja mendapatkan akses
peningkatan kompetensi, sementara masyarakat
memperoleh manfaat dari pembangunan infra-
struktur yang lebih berkualitas, aman, dan berke-
lanjutan.

Dengan demikian, Perda Jasa Konstruksi di-
harapkan tidak berhenti sebagai produk regulasi,
tetapi menjadi instrumen untuk memperkuat pe-
laku usaha daerah, meningkatkan kualitas sum-
ber daya manusia, dan memastikan pembangu
nan infrastruktur yang menggunakan anggaran
publik memberi manfaat maksimal bagi masya-
rakat Sumatera Barat. *

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINS|I SUMATERA BARAT
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KETUA DPRD Sumbar Muhidi memimpin rapat didampingi Gubernur Sumbar Mahyeldi dalam rapat paripurnc
Ranperda Jasa Konstruksi Sumbar.
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WAKIL Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri dan M. lgra Chissa saat rapat paripurna Ran-

KOMISI IV DPRD Sumbar menyampaikan pandangan dan masukan dalam rapat
perda Jasa Konstruksi Sumbar,

pembahasan Ranperda Jasa Konstruksi bersama OPD terkait.

KOMISI IV DPRD Sumbar serius membahas substansi pasal-pasal Ranperda Jasa KOMISI IV DPRD Sumbar menyampaikan pandangan dan masukan dalam rapat
Konstruksi guna memberikan kepastian hukum di sektor konstruksi daerah. pembahasan Ranperda Jasa Konstruksi bersama OPD terkait.

RAPAT koordinasi dan sinkronisasi pembahasan RAPAT sinkronisasi akhir draf Ran
pasal-pasal Ranperda Jasa Konstruksi Sumbar. dibawa ke rapat paripurna DPRD.

perda Jasa Konstruksi Sumbar dilaksanakan sebagai persiapan sebelum
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MERIAHKAN HARI JADI SUMBAR KE-81

DPRD Sumbar Gelar Aksi

Sehat Bersama Parlemen

PADANG, KP
- Ketua DPRD Pro
vinsi Sumatera
Barat (Sumbar)
Muhidi mengajak
seluruh lapisan
masyarakat un-
tuk meramaikan
kegiatan 'Aksi Se
hat Bersama Par-
lemen’ yang dige
: - lardi Kantor DPRD
besok (30/9).

Perhelatan yang diselenggarakan dalam
rangka memperingati Hari Jadi Sumatera Barat
ke-81 tersebut mengusung tema ‘Sumbar Tum-
buh, Sumbar Tangguh'.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menyampai-
kan bahwa pembangunan daerah membutuh-
kan partisipasi masyarakat yang sehat, produk
tif, dan solid. ;

"Kalau masyarakat kita sehat, tentu kita
memiliki kekuatan untuk bangkit. Sumbar yang
sehat alkan menjadi bagian penting untuk me-
wujudkan Sumbar yang tumbuh dan tangguh,”
ujar Muhidi, Senin (28/9).

Rangkaian kegiatan yang dipusatkan di
Gedung DPRD Sumbar mulai pukul 07,00 WIB
ini meliputi jalan santai, layanan pemeriksaan
kesehatan gratis, hingga aksi donor darah.

Sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon me-
nambahkan, kegiatan ini dikonsep untuk men
dekatkan anggota dewan dengan masyarakat
secara langsung. Selain itu, pihak penyelengga
ra menggandeng Dinas Koperasi dan UKM Sum
bar dengan menyediakan 7.000 paket jajanan
UMKM lokal serta banjir doorprize berupa sepe
da listrik, sepeda, dan alat rumah tangga. (fai)

r
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PEMBAHASAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2026

Fraksi-Fraksi DPRD S

| HALAMAN

=

Soroti Kemandirian Fisl

L &=

Fraksi-fraksi DPRD Provinsi .
Sumatera Barat memberikan
pandangan umum terhadap
Rancangan Peraturan Daerah
(Ranperda) tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) ;
Sumatera Barat Tahun Anggaran
2026, dengan menyoroti
sejumlah persoalan strategis
mulai dari menurunnya
Pendapatan Asli Daerah (PAD),
meningkatnya ketergantungan

terhadap dana transfer pusat,
penutupan defisit hingga
percepatan pemulihan
pascabencana.

Pandangan umum tersebui di-
sampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD Sumbar, Senin (7/9/2026),
sebagai bagian dari tahapan pem-
bahasan Ranperda Perubahan APRD
2026. Dalam pandangan fraksi
DPRD tidak hanyd melihat peru:
bahan postur anggaran dari sisi
angka, tetapi juga meémpertanyakan
sejaub mana perubahan tersebut
mampu menjawab kebutuhan ma-
syarakat dan memperkuat keman-
dirian fiskal daergh.

Dalam Ranperda Perubahan
APBD 2026, pendapatan daerah
diproyeksikan meningkat dari Rp6,
294 triliun menjadi Rp6,610 triliun

| atau bertambah Rp315,84 miliar ./
atau 5,02 persen. Namun, kenaikan |

tersebut terutama ditopang oleh
peningkatan Dana Transfer Keua- 1"

Di sisi lain, PAD justru mengalamj 4
persen atau sekitar -.,-_ﬁ'

ngan ke Daerah (TKD) sebesar 19,64
persen

penurunan 8,7.3
ip306.57 miliar, menjadi Rp3,206 '
triliun, Kondisi ini menjadi perha-
| tian hampir seluruh fraksi karena |
menunjukkan masih besarnya keter- &
gantungan fiskal Sumbar terhadap E
pemerintah pusat.

5
4

|

i

Sementara i, belanja daerah .

maningkat cukup signifikan. dari L&
6409 triliun menjadi Rp6,979
iriliun atau bertambah Rp570,02
miliak Salah satu kenaikan terbesar |

terdapat pada Belanja modal yang
mencapai Rp941,95 miliar, naik
hampir 100 persen-atau Rp470,82
miliar. Dengan struktur tersebut,
Rauperda Perubahan APBD 2026
masih menyisakan defisit murni
sehesar Rp176,56 miliar.

Fraksi PKS melalui juru bicara
Syofian Hendri, S.Pd.1., MM., me-
minta Pemerintah Provinsi Suma-
tera Barat memberikan penjelasan
lebih mendalam terhadap penu-
runan sejumlah target penerimaan
pajak. Salah satunya Pajak Air
Permukdan (PAP) yang diturunkan
dari Rp594 miliar menjadi Rp210
miliar. PKS juga mempertanyakan
penurunan target Pajak Alat Berat
dari Rp10 miliar menjadi Rp1 miliar,

Menurut PKS, penyesuaian target
memang harus dilakukan, berda-
sarkan kondisi riil dan kemampuan
pemungutan, Namun, penurunan
target dalam jumlah besar perlu
disertal penjelasan mengenai po-
tensi yang sebenarnya tersedia serta
strategi pemerintah untuk me-
ningkatkan penerimaan.

Fraksi PKS juga mendorong
adanya terobosan dalam optimali-

sasi Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB). Di sisi lain, fraksi mem-
berikan apresiasi terhadap kinerja
retribusi jasa umum yang pada se-
mester | telah mencapai hampir 60
: pers.en dan mendorong agar pe-
rangkat daerah yang mampu me-

ningkatkan pendapatan diberikan

dukungan anggaran secara propor-

sional.
Sorotan juga diberikan terhadap

kenaikan belanja modal jalan, &

jaringan dan jrigasi vang melgnjak
dari sekitar Rp136 miliat menjadi

Sanaan anggaran yang tersisa seki-
tar empat bulan, PKS mengingatkan
pemerintah agar percepatan’ pem-
ban_gunan tidak mengorbankan
kualitas pekerjaan maupun menim-
bulkan. persoalan. hukum di kemu-
dian hari. bl '
Fraksi tersebut juga ' meminta
penjelasan terkait meningkatnya
SiLPA Dana Earmark berdasarkan
hasil audit BPK yang mencapai
Rp284,67 miliar,

&
g
2

Rp522 miliar Dengan waktu pelak- ' -

w

mulihan Bencana

Sementara itu, Fraksi Partai
Golkar menempatkan persoalan
kemandirian fiskal sebagai salah

-satu perhatian utama. Melalui juru

bicara yang mewakili Kewua Fraksi

Golkar Yogi Pratama, SE., fraksi .

menilai meningkatnya porsi dana
transfer di tengah penurunan PAD
perlu menjadi bahan evaluasi serius
dalam pengelolaan keuangan dde-
rah.

- Golkar meminta Pemprov Sum-
bar menyusun langkah konkret
untuk meningkatkan kepatuhan
wajib pajak. termasuk melakukan
penertiban terhadap tunggakan
pajak kendaraan dinas dan ASN.

Fraksi Golkar juga menyoroti
kembali target PAP dan Pajak Alat
Berat. Menurut fraksi, penetapan
target awal harus didasarkan pada
data potensi yang akuratl sehingga
ketika dilakukan perubahan tidak
menimbulkan, kesan bahwa target
sebelumnya tidak disusun berda-
sarkan perhitungan yang memadai.

Selain pendapatan, Golkar mem-
pertanyakan realisasi belanja modal
vang pada semester | baru mencapai
4.68 persen. Dengan adanya tam-

bahan belanja modal sebesar Rp470, .

82 miliar, pemerintah diminta
memberikan pemetaan vang jelas
terkait status kontrak dan kesiapan
masing-masing proyek agar tidak
terjadi gagal serap pada akhir tahun
anggaran.

Persoalan defisit murni Rp176,56
miliar juga menjadi perhatian
Golkar. Pemerintah daerah diminta
menjelaskan secara terbuka sumber
penutupan defisit tersebul serta
bagaimana pemanfaatan SiLPA
Tahun Anggaran 2025,

Fraksi Gerindra melalui juru
bicara Dr. Ir. H. Indra Catri, MT.,
menekankan bahwa perubahan
APBD harus mampu memperkecil
kesenjangan antara perencanaan
anggaran dengan manfaat nyata
yang diterima masyarakat. terutama
masyarakat yang niasih menghadapi
dampak bencana.

o W S
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“i Fraksi menegas

L pendidikan seeara adil. |
Demokrat juga meminta penye-
lesaian pemeriksaan kasus disiplin l

I

Gerindra mempemnyakan sum- -

ber penutup defisit murni Rp176.56 -

miliar dan meminta agar langkah

rasionalisasi belanja tidak dilakukan =

dengan mengurangi pel
dasar masyamgkal s T
Selain itu, Gerindra mendomng
Pamprov Sumbar mE‘ﬁ’yElesaikan
“'berbagai kewajiban daerah, terma-
'suk utang belanja, pekerjaan lintas
“tahun dan kewajiban bagi hasil
;:}n;ktmga k;ﬁpawﬂ dan kota

iverifikasi

sy v | secara legal

Belanja Tidak Terduga (BTT) juga
menjadi perhatian, Di tengah kebu-,
tuhan pemulihan pascabencan
khususnya di Pasaman dan se]umlaag
wilayah' térdampak Tainnya, BTT
justru mengalami penurunan 18,85
persen, dari, Rp2% milian menjadi;
Rp20,28 miliar, Kondisi, ,t.ersghkp.
dinilai_perlu mendapatkan penje-
lasan dari pemérinta

Gerindra juga meminta adanya’
koreksi terhadap sejumlah ketidak-
sesuaian persentase kenaikan SilPA -
dan Hancauun nomlqal defisit .
dalam d en Ranperda. Kete-
litian doi& T en anggaran dinilai
penting karena ‘menjadi ‘dasar pe-
ngambilankeputusan sekaligus
bagian dari kredibilitas pengelolaan
keuangan daerah.

Fraksi Partai Demokrm melal;u
Ketua Fraksi Doni [Harsiva Yandra,
S.IP., M.E., menékankan pentingnya’
pewfehﬂian prinsip Performance
Basvd Budgeung Risk Based Bud-

roti porsualan datahase Fajak A‘1r
Permukaan. Déngan target PAP yang
dipangkas hingga 64:65 persen,
pemerintah dinilai. ne;igmm-
bangun satu basis, da. ayi n-.
tegrasi mengenai objek dan | uta 51
PAP. Penagihan aktif kepa ‘peru-
sahaan ‘yang memanfaatkan air
pemukﬂamjuga dinilai perlu diper-
kuatiredaid

qu;, 59ktqr Lnf;astruktun De-
mokrat mendoron, pafcepqtan
pembanginan falan dan irigasi
berdasarkan indikator kerusakan
yang objektif: Pengawasanterhadap
kendaraan dengan dimensi dan,
muatan perlebib atau Over Dimen-
sion Over, 'Luading (ODOL) juga | harus
diperketat a ﬁt“awggm perbaikan
infrastruktur tidak terus terkuras '
akibat kerusakan berulang.:

Dalam bidang pgndldlh&n.:bﬂ- -

mokrat, meminta transparansi ter-
kait dava tampung, dalam sttem
Penerimaan’ uf ﬁ B‘aru (SPMB),
termasiik persoalan dit SMAN 1
' Gunuhg Talang. Kabupaten Solok.

harus .

kan penerim
f eroleh

menjamin 'hq?hnal: mem

ASN dilakukan secara profesiona
Sementara dalam bidang sosial

kemiskinan diarahkan agar
berbasis pemberdayaan

penguatan katahanan pxsugm
rakat.

k@i\ ha.hwn kebija-

ekonomi, program pengent i

Sempntara ita. Fraksi Partai _

" Persatuan Pembangunan [P.Pl’l o

melalui juru bicara H
SE.. M.Si., Dt.
menilai ponm‘u'na y _'fge't AD
menjadi persoalan serius. 'I?PP
menyebut proyeksi PADI 2026 sel
gai salahysaty,
10 tahun ter
kannya de 1
cana peﬁd

Kareta itu r'rm‘inuﬂdarong
evaluasi terhadap mnkeblmpanﬂa-
patan s%
yang beria terhs,da,p
pengelolaan pener ma.gn. d‘aerah
apabila diperlukan.” "

PPP juga mamhuﬂmw perhhtia&n
khusus terhadap penggunaan dam
pengembalian MJM

dengan g.bé&‘

;er&eb nar-
k’ﬁh reimh asi tlan
pemulﬂmh"bﬁst&benaadh bukan
digunakan untuk kegiatan yang tidak

memiliki hubungan; langsung: de- '

ﬁgan kebutuhan masyarakat ter-,
dampak, seperti renovasi ruang
kerja, kantor maupun taman.

Persoalan kelangkaan solar di
sejumlah SPBU Sumbar juga disam-
paikan PPP. Fraksi meminta Pem-
prov Sumbar lebih aktif berko-
ordinasi dengan Pertamina untuk
memastikan distribnsi BBM ber-
subsidi berjalan baik dan kebutuhan
masyarakat serta sektor produktif
tidak terganggu.

Di sisi pembiayaan, PPP mem-
perta.nyakan urgensi penyertaan
modal kepada BUMD sebesar Rp92
miliar. Pemerintah diminta men-
jelaskan target, manfaat serta imbal
hasil yang diharapkan dari penam-
bahan modal tersebut sehingga
kebijakan tersebut benar-benar
memberikan kontribusi terhadap
perekonomian daerah.

Berbagai pandangan tersebut
memperljhatkan bahwa pemba-
hasan Peruhahxm APBD 2026 tidak

mata harkﬂau dengan
ag gnglsu pendapatan dan
; . DPRD Sumbar meminta

perubahan anggaran menjadi in-
strumen untuk memperbaiki kuali-
tas pergncanaan, meningkatkan
penerimaan daerah, mempercepat
pembangunan dan memastikan
anggaran beéndr-benar menjawab
kebutuhan masyarakat.

‘Persoalan kemandirian fiskal
menjadi salah satu benang merah
pandangan fraksi. Penurunan PAD
ditengah kenaikan TKD dinilai perlu
menjadi alarm bagi pemerintah
daerah untuk memperbaiki basis
data potensi penérimaan, mening-
katkan kepatuhan wajib pajak serta
mencari sumber-sumber penda-
patan baru tanpa membebani ma-
syarakat dan dunia usaha.

Pada saat yang sama, besarnya

tambahan belanja modal harus
diikuti kesiapan pelaksanaan. DPRD

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
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Isu pemulihan bencana juga
menjadi perhatian penting. DPRD
meminta pemerintah memastikan
anggaran yang tersedia benar-benar

.diﬂ.r&hkan untuk memperbaiki
astrulctw;. me

ullhkan aktivitas

alan lamban.
penyampaian pandangan
fraksi—PKS, Golkar,
at dan PPP—pada

a Tim Anggaran
Damh (TA-FDI .
p‘,anenmaaﬁ (ersebut-
mlah catatan dan perta-
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| KORAN

KORAN PADANG SELASA, 29 SEPTEMBER 2026

Ketua DPRD Sumbar: Pengetahuan, Relasi,

dan Kepercayaan Jadij Modal Pen
ting UMKM Untuk Naik Kelas

HARI/TANGGAL HALAMAN

ETUA DPRD Provinsi Sumatera Barat
Muhidi menegaskan bahwa keberhasi-
an Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(UMKM) tidak hanya bertumpu pada ketersedi-
aan modal finansial semata.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pe-
materi dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pen-
ingkatan Kapasitas Pengusaha UMKM Angkatan XVI
di Aula Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan
UMKM (PLUT KUMKM), Senin (28/9).

Muhidi menekankan bahwa para pelaku usaha
harus mengutamakan investasi pengetahuan, keter-
ampilan (skill), serta reputasi guna menjaga keber-
lanjutan bisnis di tengah pesatnya perubahan pola
konsumsi dan kemajuan teknologi.

“Investasi yang membuat kita sukses tanpa
modal adalah investasi pengetahuan dan skill. Jan-
gan pernah merasa cukup dengan ilmu yang kita mi-
liki," kata Muhidi.

Menurutnya, selain pengetahuan dan keteram
pilan, jaringan relasi serta kepercayaan (trust) meru-
pakan aset tak berwujud (intangible asset) yang san-
gat menentukan bertahannya sebuah brand di mata
konsumen,

la mengimbau para pengusaha mikro untuk
konsisten menjaga kualitas produk, kejujuran dalam
pelayanan, serta mengelola efisiensi waktu dan ke-
sehatan diri dengan seimbang.

“Selain modal, investasi yang penting adalah
waktu dan kesehatan. Mari kita jaga kepercayaan
konsumen dengan baik," tambahnya.

Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengusaha UMKM
Angkatan XVI ini merupakan bagian dari deretan 19
angkatan pelatihan yang diagendakan Pemprov Sum-
bar sepanjang tahun 2026 guna mendorong UMKM
lokal naik kelas dan berdaya saing global. *
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KETUA DPRD Sumbar Muhidi berinteraksi dan
memberikan motivasi kepada para pelaku usaha
mikro terkait penguatan modal pengetahuan
dan pengelolaan kepercayaan konsumen.

KETUA DPRD Sumbar Muhidi memberikan pemaparan materi mengenai pentingnya investasi
ilmu dan reputasi dalam Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengusaha UMKM Angkatan
XVI di Aula PLUT KUMKM Sumbar

i il

KETUA DPRD Sumbar Muhidi menegaskan komit

: s e T R —— TP " men dukungan legislatif dalam mendorong
KETUA DPRD Sumbar Muhidi foto bersama para peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Pen- UMKM Sumbar agar naik kelas dan mampu ber-
gusaha UMKM Angkatan XVI usai pembukaan acara di Aula PLUT KUMKM Sumbar. daya saing global.
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